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ABSTRACT

Nowadays, there is a demand for Indonesia to hayeod governance It
could be difficult but actually it is also possibl&he development of technology
is enablegood governancéo be achieved, that is by using e-Governmente Th
existence of e-Government give a potency to Indangsvernment to be more
transparant and to have finest quality in serviitigens anywhere and anytime.
In 2003 ,there was an inisiative from governmeniplement e-Government by
launching Keppres no 3/2003. Because of that, yevecal and central
government were try to execute this policy by depilg e-Government. But
regrettably, e-government developed by local gawemis indicate that the
development is only for fulfilling the policy anéte no quality. Because of that,
in 2007, Depkominfo has developed and launchedhturity framework,named
PeGl (Pemeringkatan e-Government Indonesia), gsopas to motivate and to be
a guidance for developing better e-government.

This research argue that PeGl is only measure ex@ment performace in
input side and it's left output and process sidgecause of that, this research
develops an e-Government maturity framework focusedprocess side, by
adopting Soft System Methology (SSM) as researcthotedogy. Using this
methodology, to get an e-Government process mgtinaimework as an ouput of
research, author have to analyze process perfomriadicators of e-Government
and maps them into adopted e-Government maturitgl.le By the end of this
research, there are 11 groups of PeGl indicatoppath

Keywords Indonesia e-Government Process Maturity Framework
ix + 130 pages8 figures; 44 tables; 3 attachments
Bibliography: 41 (1997-2008)
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ABSTRAK

Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memilijood governanceHal
tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk piéa Dengan perkembangan
teknologi yang adagood governancedapat dicapai dengan menerapkan e-
Government. Keberadaan e-Government dapat mengamaérintah Indonesia
menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamglemberian pelayanan
masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dinsaa ©leh karena itulah, pada
tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangk&oeernmet, yaitu melalui
Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangka@pvernment yang
dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemantgrthadap kebijakan
tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitaeh &arena itulah, pada tahun
2007, Depkominfo mengembangkan PeGl (Pemeringkatga@overnment
Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan kalP&merintah Daerah
terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalagepd@angan e-Government.

Namun, sayangnya PeGl barulah menilai performa we@®onent dari sisi
input, padahal masih ada lagi sisi lain yang pédripertimbangkan yaitu proses
dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam pgaelini adalah melakukan
pengembanganframework untuk e-Government dari sisi proses, dengan
menggunakan metodologi yang mengaddpsft System Methodolod$BSM).
Dalam proses pengembangiameworkini, penulis melakukan analisa untuk
menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi psoseKemudian melakukan
perancangarframework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada
tahapan perkembangamaturity frameworkyang merupakan hasil adopsi penulis
dari tahapan perkembangagang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini

dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator davaldimensi yang ada di PeGl.
Kata Kunci: Process Maturity FrameworRada e-Government di Indonesia

xiii + 130 halaman8 gambar; 44 tabel; 3 lampiran
Bibliography: 41 (1997-2008)
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan dmad wangat penting
bagi masyarakat. Oleh karena itu, bukanlah halgyarengherankan apabila
kinerja pemerintahan menjadi perhatian bagi sekiamponen masyarakat dan
instansi yang terkait. Sebagai wujud perhatian,apadlan Agustus hingga
Oktober tahun 2007, Komisi Pemberantasan KorugBiK) melakukan survei
tehadap 65 unit layanan di 30 departemen/instangkdt pusat di wilayah
Jabodetabek, dengan jumlah responden 3611 oramguuea layanan langsung.
Hasil survei tersebut menunjukkan nilai yang kuramgmuaskan terhadap
integritas yang ada dipemerintahan Indonesia. Ka®eingan yang terlihat dari
survei tersebut adalah pemerintahan Indonesia nsihdarigood governance
(Survei KPK 2007).

Kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang memdidd governance,
serta kesadaran akan kemampuan dan kondisi In@oy&sg masih belum dapat
mencapainya, pada dasarnya telah dimiliki oleh pertad Indonesia. Hal ini
mendorong pemerintah untuk beinisiatif melakukaayapmenuju pemerintahan
yang memiliki good governance yaitu salah satunya adalah dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi dan KomunikasiK{TI Kesungguhan
pemerintah dituangkan melalui Instruksi Presidempr@s) no 3 tahun 2003

mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional PengenamaegGovernment, serta
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Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi mengePanduan Penyusunan

Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembagaladdekan Inpres

tersebut, disebutkan bahwa tujuan pemerintah umhgéningkatkan kualitas

layanan publik secara efektif dan efisien melaltGaernment, diwujudkan
melalui pengembangan:

= Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pakyapublik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuashk@syarakat luas serta
dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pt@p saat tidak dibatasi
oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjanglkdiunoasyarakat.

» Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usahzk meningkatkan
perkembangan perekonomian nasional dan memperkwaharkpuan
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangamasibnal.

» Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi delegaraga-lembaga
negara serta penyediaan fasilitas dialog publiki Ipagsyarakat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

» Pembentukan sistem manajemen dan proses kerjatrgargparan dan efisien
serta memperlancar transaksi dan layanan antaralgmipemerintah dan
Pemerintah Daerah otonom.

Keinginan pemerintah untuk mewujudkagood governancedengan
menggunakan TIK bukanlah hal yang tak mungkin diwujudkan. “Internet
memiliki kemampuan untuk memberikan peluang untakch, richness dan
affiliation” (Chaffey 2007). Hal ini memungkinkan pemerintamgalidukung
oleh e-Government untuk memiliki informasi yang e dan transparan,

interaksi yang kaya dan komunikasi yang terbukeda stapat menjangkau seluruh
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nusantara. Selain itu, pemerintah juga mungkinkirtterafiliasi dengan berbagai
kalangan, baik masyarakat, bisnis, maupun intggeaierintahan sendiri, secara
efisien dan efektif. Manfaat lain yang dapat dgpein pemerintah melalui
pemanfaatan e-Government adalah pemerintah dapatbend&an pelayanan
kepada masyarakat dengan tanpa batas waktu daattemp

Dalam rangka mengembangkan e-Government di Indanleskanlah usaha
yang mudah bagi pemerintah Indonesia. Selamaéigksanaan e-Government
di Indonesia mengalami berbagai macam kendala. ahSahtunya adalah
kenyataan bahwa internet belum dapat dimiliki odelmua lapisan masyarakat,
dikarenakan oleh faktor tarif dan infrastrukturidaternet (Hasibuan 2007).

Kenyataan mengenai sulitnya pengembangan e-Govetnimekan berarti
merupakan suatu hal yang mustahil bagi pemerintgbhkudapat berinteraksi
dengan masyarakat luas yang ada di Sabang sampugird®erauke di kemudian
hari. Sebuah optimisme dapat dibangun, apalaggatemmelihat tren internet
yang semakin besar penggunanya. Hal ini berdasasskasei yang dilakukan
oleh APJII (dapat dilihat di tabel 1.1) terhadapkpenbangan jumlah pelanggan
dan pengguna internet dari tahun 1998 sampai dep@@n yang menunjukkan

angka peningkatan yang terus bertambabh.
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Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Pelanggan & Pemakai Internet (APJII, 2007)

Tahun Pelanggan Pemakai
1998 134.000 512.000
1999 256.000 1.000.000
2000 400.000 1.900.000
2001 581.000 4.200.000
2002 667.002 4.500.000
2003 865.706 8.080.534
2004 1.087.428 11.226.143
2005 1.500.000 16.000.000
2006 1.700.000 20.000.000
2007 2.000.000 25.000.000

1.2 Permasalahan

Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah padama®@03 sebagai inisiatif
pengembangan e-Government nampaknya telah membudlalssl yang cukup
menggembirakan. ~ Kebijakan yang hadir sebagai atiispengembangan e-
Government, disambut dengan cukup baik oleh lembeEghaga pemerintahan di
Indonesia.  Hal ini terlihat dari data yang diahd®tahun setelah kebijakan
dibuat pada tabel 1.2, yaitu dari 539 lembaga petadian yang ada, 53,61%

diantaranya telah memiliki situs web sendiri.

Tabel 1. 2 Jumlah SitusWeb Pemerintah Pada Tahun 2004 (D
Web yang

Web yang
Bisa Tdk Bisa
Dibuka Dibuka

Situs Per sentase

Lembaga/l nstansi Jmh Web (%)

?iig;’iKem’ Lembagal 57 37 100 37(100%)|  0(0%)
Lembaga Pemerintal 32 o8 88 28(100%) 0(0%)
Non Departemen

Pemprov/Pemkabl | 4, 224 48 201(90%)|  23(10%
Pemkot

! Perkiraan sampai dengan akhir tahun 2007
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Tabel 1. 3 Kondis Situs Web Pemda Pada Desember 2008 (Hendriawan 2008)2

a a AKSesID o

0 Propins Pemprov &
S . -+ Blle a3 aa
1 | NAD 24 17 17 0
2 | Sumatera Utara 34 23 15 8
3 | Sumatera Barat 21 18 10 8
4 | Jambi 12 10 10 0
5 | Riau 12 12 11 1
6 | Kepulauan Riau 8 7 5 2
7 | Sumatera Selatan 16 13 11 2
8 | Bangka-Belitung 8 7 7 0
9 | Bengkulu 15 4 3 1
10 | Lampung 15 10 8 2
11 | Banten 7 6 6 0
12 | DKI Jakarta 7 7 6 1
13 | Jawa Barat 27 26 21 5
14 | Jawa Tengah 36 34 30 4
15 | DI Yogyakarta 6 6 6 0
16 | Jawa Timur 39 36 33 3
17 | Kalimantan Barat 15 8 8 0
18 | Kalimantan Tengah 15 12 8 4
19 | Kalimantan Selatan 14 14 12 2
20 | Kalimantan Timur 14 13 10 3
21 | Bali 10 10 10 0
22 | Nusa Tenggara Barat 11 10 9 1
23 | Nusa Tenggara Timur 22 13 12 1
24 | Sulawesi Utara 16 10 7 3
25 | Gorontalo 7 3 3 0
26 | Sulawesi Tengah 12 7 3 4
27 | Sulawesi Tenggara 13 6 5 1
28 | Sulawesi Selatan 25 21 18 3
29 | Sulawesi Barat 6 5 5 0
30 | Maluku 12 5 5 0
31 | Maluku Utara 10 6 6 0
32 | Papua 30 15 11 4
33 | Papua Barat 11 8 6 2
J umlah 530 402 337 65

2 Dikutip dari penelitian yang sedang berjalan bexsan dengan penelitian ini, yang dilakukan
Hendriawan berjuduContent AnalysiSitus Web Pemerintah Daerah
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Namun sayangnya, menjamurnya e-Government tidakbdingi dengan
kualitas yang baik. Contoh salah satu bentuk taslyang kurang baik yang
dapat dicermati adalah dari sisi aksesibilitaspdalilihat dari data Depkominfo
pada tahun 2004 di tabel 1.2, dari 224 situs weimepmtah di tahun 2004,
terdapat 10% web yang tidak dapat dibuka. Hal yaegarik adalah angka ini
mengalami kenaikan pada Desember 2008. Berdasat&tn dari penelitian
Hendriawan di table 1.3, dari 402 situs web dikatgPemda, terdapat 65 situs
yang tidak dapat diakses, atau 16 % dari tota$ situng ada.

Dari fakta terhadap kualitas yang kurang ini, penuhengindikasikan
adanya kecenderungan bahwa e-Government di Indomesiih berupa kehadiran
fisik dan hanyalah sekedar formalitas untuk memetwitutan kebijakan Inpres
no 3/2003. Selain itu, penulis juga mengindikasikedanya kecenderungan
bahwa e-Governmment yang ada, masih kurang dapaberikan manfaat secara
optimal.

Agar e-Government mampu memberikan manfaat yangmapt maka
penulis menilai e-Government di Indonesia harust@ncapai kondismature
yaitu kondisi matang atau sempurna. Untuk menc&paidisi mature ini,
tentunya diperlukan sebuah proses, yang didalanengai dari berbagai tahapan.
Agar e-Government di Indonesia dapat secara temaeicapai kondismature
maka disetiap tahapan perlu adanya sebuah modgl sesuai dan tepat untuk
kondisi e-Government di Indonesia dan ruang lingikap dari e-Government
tersebut. Tujuan dari pemodelaraturity ini adalah untuk menjadienchmark
bagi e-Government sehingga mampu menentukan stadgadangkah yang tepat

untuk mengembangkan e-Government sehingga menkapdisi mature.
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Kesadaran dan keinginan pemerintah agar e-Govetnrygmng ada di
Indonesia mampu mencapai kondisi yanwature mendorong Depkominfo
sebagai regulator TIK di Indonesia untuk melakupameringkatan terhadap e-
Government yang ada. Untuk dapat melakukan pegiexian ini, Depkominfo
pada tahun 2007 mulai memperkenalkan sebuah pextingkuk melakukan
assessmentterhadap e-Government, vyaitu PeGl (Peringkat ee@Gowent
Indonesia). Tujuan yang ingin dicapai oleh pentahindari PeGl adalah
(Depkominfo 2007):

* menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfiditat lingkungan
pemerintah

= memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaat#nh dillingkungan
pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbamgoteyektif

* mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingeunmpemerintah secara
nasional

Untuk dapat mencapai tujuannya, terutama untuk asengacuan serta
mendapatkan peta pemanfaatan TIK, maka PeGIl harusEmpu melihat e-
Government secara menyeluruh. Pada saat ini, Re@landang e-Government
dalam lima dimensi, yaitu (Depkominfo 2007):
= kebijakan, yaitu segala sesuatu yang terkait demgaduk hukum ataupun

dokumen-dokumen resmi yang memberi arah dan mengopemanfaatan
TIK, yang terdiri dari:

0 visi dan misi

o strategi pemanfaatan TIK

o0 standar (laporan)
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o0 pedoman (misalnya keamanan informasi)
0 peraturan
0 kebijakan Anggaran
= kelembagaan, yaitu terkait dengan keberadaan aasiniyang memiliki
wewenang dalam pemanfaatan dan pengembangan TH&anlémdikator:
0 keberadaan organisasi struktural yang lengkap @aaran fungsi CIlO,
dukungan teknis dan lain lain)
0 tupoksi yang jelas
0 kelengkapan unit dan aparatur (jumlah, kompeteasisiatus)
0 legalitas (dasar hukum)
» infrastruktur, yaitu segala sesuatu yang berhubmungengan sarana dan
prasarana yang mendukung pemanfaatan TIK, yanuiteiaali:
0 piranti keras komputer

0 piranti lunak

(@]

jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet)

o “service delivery chanrigfweb, telepon, sms dan lain lain)

o

fasilitas pendukung (AC, UPS, Gens&tcess Contrgl
= aplikasi, yaitu terkait dengan ketersediaan dan grdaatan piranti lunak
aplikasi
» perencanaan, yaitu terkait dengan adanya perentymaag dilakukan untuk
melakukan pemanfaatan dan pengembangan TIK
Dari dimensi dan indikator yang dimiliki oleh PeGliatasnya, maka
sebenarnya perlu dipertanyakan, apakah PeGI| sudampu memotret seluruh

sisi dari e-Government?

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



Dengan mengasumsikan bahwa dimensi dalam PeGl tekicangkup
seluruh dimensi yang dimiliki oleh e-Government,kagenilaian kelengkapan
PeGl dapat disederhanakan dengan menilai kelengke@@! dari indikator yang
dimilikinya. Untuk menilai kelengkapan indikatoanl PeGlI, dapat digunakan
konsepKey Perfomance IndikatofKPI). KPI sendiri memiliki tiga tipe, yaitu
(Harvard Business School Publishing, Cave Maatial 1997):
= KPI Proses: menilai dari efesiensi atau produkds/dlari sebuah proses bisnis,
misalnya: jumlah hari yang dibutuhkan untuk nustiversebuah layanan.

= KPI Input: menilai dari aset atau sumber daya yaligvestasikan atau
digunakan untuk mendapatkan hasil bisnis, misalpyeilah dana yang
dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi .

=  KPI Output: menilai dari hasil finansial atau namainsial dari aktivitas bisnis,
misalnya:return on investmer{ROI).

Berdasarkan tipe dari KPI yang dipaparkan diateskarsebenarnya PeGil
dengan lima dimensinya barulah menilai e-Governnd@nt sisi input saja. Hal
ini dikarenakan PeGl baru memandang sumber daya ymiliki oleh e-
Government sebagai faktor yang mempengamtaturity dan kemampuan
mencapai tujuan.

Untuk dapat memberikan model yang utuh untuk e-@owent di
Indonesia, maka diperlukan untuk menilai e-Govemirrdari tiga bentuk KPI
tersebut. Oleh karena ittgsearch question yang akan diangkat dalam penelitian
ini adalah:

Bagaimanakah bentuk kerangka acuan (framework) maturity yang tepat

untuk proses e-Government yang ada di Indonesia?
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.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkebuah panduan yang
dapat digunakan untuk pengembangan e-Governméndainesia sehingga dapat
menujumaturity, terutamagpada sisi proses.

Manfaat yang diharapkan oleh penulis melalui péaelini adalah:

» dapat melengkapi PeGl dari sisi proses sehinggapmamenjadimaturity
frameworkyang lebih utuh
= dapat menjadi referensi untuk penelitian lain yaegupa dimasa yang akan

datang.

|.4 Pembatasan M asalah

Pada penelitian ini, penulis akan membuat selgthrity frameworkuntuk
e-Government di Indonesia, tanpa menutup mata dkelmeradaan PeGl.
Mengingat PeGl hanya memandama@turity dari sisi input, maka penelitian ini
akan mengembangkanaturity frameworkdengan memandangnygari sisi yang
berbeda dengan PeGl, namun berangkat dari dimemgj gudah ada di PeGl.
Penelitian akan dititikberatkan pada pengembangeturity framewokdisisi
proses dari e-Government. Untuk jenis pemerintapamng difokuskan pada
penelitian ini adalah Pemerintah Daerah tingkatvipgd (Pemprov) maupun
kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Indonesia, dim@duanya memberikan
jenis pelayanan yang lengkap dan cenderung mirip.

Walaupun dalam penelitian ini akan mengeksplosihl dalam mengenai

PeGl, namun dalam penelitian ini tidak akan methyekoreksi serta perbaikan
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yang ada pada dimensi maupun indikator input yaimy & PeGl. Selain itu,
walaupun penelitian ini akan menghasilkan seb@ramework namun pada
penelitian ini tidak akan dihasilkan sebuabol teknis untuk melakukan
assessment. Totdknis yang dimaksud, salah satu contohnya adsalanyaan
yang digunakan sebagai survei untuk mengukur tingkaturity dari e-

Government.

.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 6 bab, yaitu yang terdiri:d

= Bab | Pendahuluan
Pada bab | dipaparkan mengenai latar belakangteiera besar penelitian,
permasalahan yang diangkat melalui penelitian seyta batasan dari
penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada balpula penulis memaparkan
tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh penulis gdanelitian yang
dilakukan. Kemudian pada bagian akhir dari bab jp@nulis melengkapi
paparan sebelumnya dengan sistematika dari yangakgn dalam penulisan
tesis ini.

= Bab Il Landasan Teori
Pada bab Il dipaparkan mengenai teori-teori danil fderi penelitian-
penelitian sebelumnya yang mendukung dan menjadaradagi penulis

dalam melakukan penelitian.
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= Bab Ill Metodologi Penelitian
Pada bab Ill dipaparkan mengenai kerangka bergiir penulis mengenai
penelitian yang dilakukan. Selain itu, penulisgugemaparkan mengenai
alur berpikir yang digunakan dalam penelitian. rAberpikir ini terdiri dari
urutan langkah-langkah sistematis dan metode a&flanikt yang digunakan,
dengan tujuan sebagai panduan bagi penulis daldakokan penelitian.

= Bab IV Analisis
Pada bab IV dipaparkan mengenai analisis penutlsadap proses-proses
yang ada dalam e-Government di Indonesia, sertaikatwt yang
mempengaruhinya. Analisis dilakukan dengan idisai melalui indikator
input yang ada di PeGl, dengan berlandaskan paafaté®ri terkait dan
faktor-faktor unik di Indonesia (seperti kebijakan)

= BabV Perancangan
Pada bab V dipaparkan mengenai proses perancamrgapracess maturity
framework dengan menggunakan input yang berasal dari hasilisen
sehingga menjadi output yang diharapka@utput dari bab ini merupakan
output akhir dari penelitian, yaitu sebyaiocess maturity framewark

= Bab VI Penutup
Pada bab VI dipaparkan kesimpulan dari keseluryitases penelitian yang
dilakukan. Selain itu juga, pada bab ini dipapark@ngenai kekurangan dari
penelitian yang dilakukan dan saran untuk penglisalanjutnya, dengan

tujuannya agar penelitian selanjutnya dapat dilakukengan lebih baik.
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BAB ||
LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yangadiedasar yang
digunakan oleh penulis dalam melakukan penilitiaDalam bab ini, penulis
menjabarkan mengenai konsep dasar dari e-Governyaegtada secara umum,
kemudian dilanjutkan dengan kondisi e-Governmemgyada di Indonesia serta
pemeringkatannya. Tidak hanya pemeringkatan e-(Bowent yang ada di
Indonesia, namun penulis juga menyajikan perbamginglari beberapa
pemeringkatan e-Government yang ada di InternakioBalain itu juga, penulis
menyajikan teori-teori dan hasil penelitian seputt dan performa organisasi
yang juga digunakan sebagai landasan oleh peralasndpenelitian. Pada bagian
dari bab ini, penulis melengkapi dengan penjelasangenai metodologi yang

penulis adopsi.

2.1 Konsep Dasar e-Government

2.1.1 Definis dan M anfaat Dalam e-Gover nment

Setiap negara, instansi, maupun individu memiligfidsi yang beragam

ingin dicapai dari pemanfaatan e-Government. Bériku merupakan berbagai

definisi mengenai e-Government, yaitu:
=  Menurut World Bank,

“e-Government refers to the use by government agenef information

technologies that have the ability to transformatiins with citizens,
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businesses, and other arms of government. Thekadiegies can serve a
variety of different ends: better delivery of goveent services to citizens,
improved interactions with business and industrifizen empowerment
through access to information, or more efficienvgmment management.
The resulting benefits can be less corruption, éased transparency,

greater convenience, revenue growth, and/or caticgons”.

= Menurut United Nations (2002),
“e-Government is defined as: utilizing the interrzetd the world-wide-web
for delivering government information and servitesitizens”.

= Menurut OECD (2003),

“The use of ICT’s, and particularly the internet,asool to achieve better
government’

=  Menurut Abramson and Means (2001),
"The electronic interaction (transaction and infoation exchange) between
the government, the public (citizens and busingssesemployees”.

= Menurut European UnionCommission of The European Communities
2003),
“e-Government is the wuse of Informational and Comitation
Technologies in public administration combined vatganizational change

and new skills in order to improve services and aeatic process

Dari definisi yang ada di atas, memungkinkan terjaterpretasi yang
kurang tepat terhadap e-Government. Interpretakihi yang memungkinkan

pemikiran yang salah, yang mungkin berdampak dalagpiementasi dari e-
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Government. Berikut ini merupakan bentuk dari peraikyang salah terhadap e-

Government, serta koreksi terhadap pemikiran tetseb

Tabel 2. 1 Pemikiran yang
Pemikiran yang Salah

e-Government adalah

mengenai teknologi

Pemikiran yang Benar
e-Government adalah
mengenai aplikasi dari

teknologi itu sendiri

Benar dan Salah Mengenai e-Government (Oyomno, Gor don

Aplikasi merupakamenabler
utama bagi pemerintah untuk
mendapatkanalueyang
ditawarkan dalam konsep e-

Government

e-Government hanya
mengenai apa yang

dilakukan pemerintah

e-Government adalah
mengenai bagaimana
pemerintah mampu

menjalankan tugasnya

e-Government memicu adany
pergeseran dagovernment
centricity menjadicitizen

centricity

a

e-Government hanya
mengenai bagaimana
pemerintah menjalankan

kekuasaannya

e-Government adalah
mengenai bagaimana
pemerintah memberikan
stakeholdersnformasi dan
pengetahuan serta

pelayanan yang nyaman

e-Government menyebabkan
pemerintah menjadi lebih
transparan dan nyaman
sehingga tidak ada lagi
‘pembodohan birokrasi’ yang
terjadi karena tidak adanya
informasi atau informasi yang
disembunyikan

e-Government adalah
mengenai politik atau

sekedar filosofi semata

e-Government adalah
bagaimana pemerintah
mewujudkargood

governance

Politik bukanlah orientasi dari
e-Government, walaupun
memang politik menjadi salah

satu bagian dari e-Governme

e-Government adalah
mengenai menciptakan
pemerintahan yang lebih

kecil dan sederhana

e-Government adalah
bagaimana mewujudkan
pemerintahan yang efektif|

dan efesien
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2.1.2 Interaks Dalam e-Gover nment

Banyak kategori yang diberikan untuk interaksi dala-Government.
Menurut WorldBank, e-Government bertujuan membangoteraksi antara
pemerintah dengastakeholderyaitu masyarakat, kalangan bisnis dan instansi
pemerintah lainnya sehingga menjadi lebih bersahdbhih nyaman, lebih
transparan dan lebih murah. Muller (terdapat daldonnung & Baranauskan
2007) menambahkan ketiga interaksi tersebut deimgaraksi antara pemerintah
dengan lembaga non-profit diluar pemerintah (G2Ngedangkan Shirish dan
Thompson (2004) menambahkannya dengan interakaiaapemerintah dengan
pemerintahan negara lain (G2F) dan interaksi bigrises secara elektronik yang
terjadi didalam pemerintahan (E4G). Lain lagi damnd/alentina Ndou (2004)

yang menambahkan dengan interaksi antara pemedatejan pegawai.

G2G @6
G2B
S

Pemerintah

Kalangan Bisnis

Cs

Masyarakat

Gambar 2. 1 Bentuk Interaksi yang Terjadi Dalam E-Gover nent

Dari banyaknya kategori yang diberikan untuk iaksi dalam e-
Government, namun sebagian besar literatur mengialan interaksi secara
umum menjadi tiga seperti yang terdapat dalam garBda Interaksi tersebut

adalah G2C untuk interaksi pemerintah dan masygr&k2B untuk interaksi

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



17

pemerintah dengan kalangan bisnis, serta G2G untakaksi antara pemerintah

dengan pemerintah. Lalu bagaimana dengan intel@ksyang disebutkan pada

paragraf sebelumnya? Interaksi tersebut tidakiaitadgkan, namun merupakan

subsetdari G2C, G2B atau G2G. Berikut ini merupakanjglasan dari ketiga

interaksi-interaksi tersebut yang akan penulissj@da lebih dalam, sebagai

berikut:

1. Government to Citizen$2C)
Pemerintah dalam level yang berbeda (pusat, depanieatau kabupaten),
tentunya memiliki peran dan tanggungjawab yang émsab Namun pada
interaksi ini, semuanya bertanggung jawab dalam Ipeeikan pelayanan yang
baik dan transparan kepada masyarakat untuk terkapaejahteraan. Oleh
karena itulah untuk memenuhi tanggung jawab tetsebtGovernment
memungkinkan pemerintah untuk berbicara, mendeagatierhubungan dan
berkomunikasi dengan masyarakat (Young-Jin 20@8lain itu, masyarakat
tidak hanya dilayani secara transparan dengan da&irb@macam channel,
namun juga dimungkinkan untuk memberikan masukgrad& pemerintah
dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang ullak oleh pemerintah.

2. Government to Busine$62B)
Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kalangansbfsektor swasta) terkait
dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena,idddam interaksi antara
pemerintah dengan sektor swasta, yang menjadi fokizgna adalah
bagaimana melakukan efesiensi dan efektifitas ierngalayanan kepada
masyarakat. Terkait hal ini, e-Government mampwan@&arkan berbagai

macam solusi baik untuk pemerintah maupun sektastw Solusi tersebut
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adalah mulai dari kemudahan proses perizinan sektasta sampai dengan
kemudahan pemerintah dalam pengadaan barang kebuayd (melalui
sektor swasta).

3. Government to Governmef@2G)

Interaksi yang dimaksudkan dalam G2G adalah insérgkng dibangun
internal organisasi pemerintahan itu sendiri, siter antara pemerintahan
dalam berbagai level, maupun interaksi dengan pataban dengan negara
lain. Dengan adanya e-Government, interaksi yabgndun ini dapat lebih
efesien dan efektif. Hal ini dikarenakan kemudalan kecepatan dalam
pertukaran maupun akses data dan informasi yaag dchplementasi e-
Government dapat berbagai macam, tergantung tujiaaininteraksi yang
dibangun.  Sebagai contoh adalah e-learning unntleraksi internal
pemerintahan (dengan pegawai).

Berdasarkan tiga interaksi yang ada tersebut, esfBawent dapat

dikategorikan dalam tiga wilayah berikut ini (He&l@02):

» e-Administration, yaitu merupakan wilayah disebabkaanya interaksi G2G
dimana fokus yang dilakukan adalah meningkatkarerfaninternal dalam
sektor publik, yang terdiri dari:

0 memangkas biaya dari proses pemerintahan yandaittasecara finansial
maupun waktu.

0 mengelola performa dari proses pemerintahan yarsy dghgan cara
merencanakan, memonitor, sampai dengan mengelaiforpa dari

sumber daya yang dimiliki
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o membangun hubungan yang strategis dalam pemenmtgtangan
lembaga pemerintahan lainnya) sehingga dapat méuogtetapasitas dari
pemerintahan dalam menjalankan proses pemeriniamanada.

0 membuat pendelegasian wewenang, tanggung jawabsulaber daya
kepada level pemerintahan yang ada dibawahnya umntekjalankan
proses pemerintahan yang ada.

= e-Citizens dan e-Services, yaitu merupakan wilayaiy disebabkan adanya
interaksi G2C dimana fokus yang dilakukan adalatkésgaan dengan yang
dilakukan pada e-Administration. Selain itu, foluga termasuk pula hal-hal
berikut ini:

o memberikan informasi yang transparan kepada masytaterkait aktivitas
dari sektor publik.

0 mendengarkan masyarakat sebagai bentuk pelibatarekanedalam
pengambilan keputusan dan aksi lainnya yang terlaiigan sektor
publik.

o0 mengembangkan pelayanan publik, baik secara ksalkanyamanan
maupun dari sisi biaya.

= e-Society, yaitu merupakan wilayah yang disebalaidamya interaksi dengan
instansi lain, baik instansi publik, sektor swastaganisasi non-profit,
maupun komunitas masyarakat. Fokus yang dilakytata wilayah ini
adalah berkenaan dengan yang dilakukan pada e-Agtration. Selain itu,
fokus pula pada hal-hal berikut ini:

o0 bekerja yang lebih baik dengan bisnis, baik sekagditas, kenyamanan,

maupun biaya.
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o0 mengembangkan komunitas untuk membangun kapasdaml sdan
ekonomi, serta kapasitas dari komunitas lokal.
o0 membangun kemitraan yang baik dengan instansi lei@lpun instansi

internasional.

2.2 Sistem Penyelenggaraan Pemintah Daerah dan e-Government di

Indonesia

2.2.1 Sistem Penyelenggaraan Pemintah Daerah

| PEMERINTAH PUSAT

Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Pelaporan &
Pertanggungjawaban
PEMERINTAH DAERAH
| DPRD | GUBERNUR
Perangkat Daerah Instansi
' | Vertikal
‘ DPRD BUPATI/ WALIKOTA
Perangkat Daerah
1)

Gambar 2. 2 Bagan Sistem Penyelenggar aan Pemerintah Daer ah (Depkominfo 2004)

Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presidenl#i&gndonesia, sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan, menjalankan pémh@n dengan asas
Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuaalam melaksanakan
tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pemeaniaRemerintah Pusat

dapat menyelenggarakannya sendiri atau melimpalykakepada Pemerintah
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Daerah, berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Dadtaksanakan tanggung

jawabnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daBexhprov dan Pemkot

memiliki wewenang sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kewenangan Pemerintah Daer ah Provinsi dan Kabupaten/K ota
Pemprov ‘ Pemkab/Pemkot

Perencanaan dan pengendalian
pembangunan

Perencanaan dan pengendalian
pembangunan

Perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang

Perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan tata ruang

Penyelenggaraan ketertiban umum d
ketentraman masyarakat

aRPenyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat

Penyediaan sarana dan prasarana ur

num Penyediana dan prasarana
umum

Penanganan bidang kesehatan

Penanganan bidangtieseh

Penyelenggaraan pendidikan dan
alokasi sumber daya manusia potens

Penyelenggaraan pendidikan
ial

Penanggulangan masalah sosial lintg
kabupaten/kota

sPenanggulangan masalah sosial

Pelayanan bidang ketenagakerjaan
lintas kabupaten/kota

Pelayanan bidang ketenagakerjaarn

Fasilitasi pengembangan koperasi,
usaha kecil, dan menengah termasuk
lintas kabupaten/kota

Fasilitasi pengembangan koperasi,
usaha kecil dan menengah

Pengendalian lingkungan hidup

Pengendalian ling&aortgdup

Pelayanan pertanahan termasuk linta
kabupaten/kota

sPelayanan pertanahan

Pelayanan kependudukan, dan catatg
sipil

afiPelayanan kependudukan, dan
catatan sipil

Pelayanan administrasi umum
pemerintahan

Pelayanan administrasi umum
pemerintahan

Pelayanan administrasi penanaman
modal termasuk lintas kabupaten/kota

Pelayanan administrasi penanaman
amodal

Penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya yang belum dapat dilaksanak

Penyelenggaraan pelayanan dasar|
akainnya

oleh kabupaten/ kota
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Selain dari wewenang yang ada tersebut, Pemerdéiah memilih fungsi

sebagai berikut ini:

= Manajemen Kepegawaian Daerah
Dengan adanya desentralisasi, pengelolaan pegasgarinsipil di tingkat
daerah, sebagian diserahkan kepada daerah. Hgl manjadi wewenang
Pemerintah Daerah adalah penetapan formasi, pemgagengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gajpjangan,
kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukuenggmbangan
kompetensi, dan pengendalian jumiah.

» Menetapkan Peraturan Daerah
Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam membaat mienetapkan
peraturan daerah, yaitu berupa Peraturan Daeradbiapan Kepala Daerah,
dan lain-lain, dalam rangka menjalankan fungsi danggungjawabnya.
Pembuatan peraturan daerah ini dilakukan oleh RetakrDaerah dengan
DPRD, dimana peraturan yang dibuat tidak boleheldaingan dengan aturan
ataupun kebijakan yang lebih tinggi sifatnya. Wnkebijakan yang terkait
dengan APBD, disiapkan oleh Pemerintah Daerah ukéwkudian dibahas
bersama dengan DPRD.

* Pembangunan Daerah
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adabahk umembuat
perencanaan dan pengendalian pembangunan daesah begangka. Yang
kemudian dilanjutkan pada tingkat perangkat daeddmngan menyusun

rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
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Manajemen Keuangan Daerah

Wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan pegngaloterhadap

keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanpanata-usahaan,
pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Haldikairenakan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah didanai danatikeb pada anggaran
dan pendapatan daerah yang ada.

Pengelolaan Barang Daerah

Barang daerah merupakan inventaris daerah yang gdtklola sehingga

optimal pemanfaatannya untuk mencapai tujuan daevdalaupun demikian

dalam pemanfaatannya, dapat dimungkinkan terjadgiglpepusan barang
sebagai invetaris daerah, yaitu berdasarkan kkaotuaerah dan analisis
mutu barang, usia pakai dan nilai ekonomisnya. aDapengadaan barang
daerah, perlu memperhatikan kebutuhan serta keiaese dana daerah, dan

tentunya pelu mengutamakan produk dalam negeriase®ngan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenang dan fungsinya, Pemleriderah memiliki hak

dan kewajiban sebagai berikut ini:

Tabel 2. 3 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Hak Kewajiban

Mengatur dan mengurus sendiri urusq
pemerintahannya

aMelindungi masyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukuna
nasional, serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

N

Memilih pimpinan daerah

Meningkatkan kualitas kehigban
masyarakat

Mengelola aparatur daerah

Mengembangkan sumber daya
produktif di daerah

Mengelola kekayaan daerah

Melestarikan lingkungdngh

Memungut pajak daerah dan retribusi

Mengelola administrasi

daerah

kependudukan
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Tabel 2. 3 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Hak ‘ K ewajiban

Mendapatkan bagi hasil dari Melestarikan nilai sosial budaya
pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di

daerah
Mendapatkan sumber-sumber Membentuk dan menerapkan
pendapatan lain yang sah peraturan perundang-undangan

sesuai
dengan kewenangannya

Mendapatkan hak lainnya yang diatut
dalam peraturan perundang-
undangan

2.2.2  Pengelompokkan Aplikasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan wewenang dan fungsi dari Pemprov dark&®Pemkot, maka
aplikasi yang ada pada e-Government di tingkat @eneddiri dari beberapa
aplikasi. Fungsi Pelayanan terdiri dari Modul &mst Kependudukan, Modul
Perpajakan dan Retribusi, Modul Pendaftaran daijirizer, Modul Bisnis dan
Investasi, Modul Pengaduan Masyarakat, serta MBdblikasi Info Umum dan
Kepemerintahan.  Fungsi Administrasi dan Managemntendiri dari Surat
Elektronik, Modul Sistem Dokumen Elektronik, Mod@8istem Pendukung
Keputusan, Modul Kolaborasi dan Koordinasi, sertad\l Manajemen Pelaporan
Pemerintahan. Fungsi Legislasi terdiri Modul Sist&dministrasi DPRD, Modul
Sistem Pemilu Daerah, serta Modul Katalog Hukunmafeean dan Perundangan.
Fungsi Pembangunan terdiri dari Modul Sistem In@msiiManajemen dan Data,
Modul Perencanaan dan Pembangunan Daerah, ModténSi®erencanaan
Proyek, Modul Pengelolaan dan Monitoring ProyekrtaseModul Sistem
Informasi dan Informasi Pembangunan. Fungsi Keaanigrdiri dari Modul

Sistem Anggaran, Modul Sistem Kas dan Perbendamassata Modul Sistem
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Akutansi Daerah. Fungsi Kepegawaian terdiri dawdMl Pengadaan PNS,
Modul Sistem dan Penggajian Daerah, Modul Sistemldan Kinerja PNS, serta
Modul Sistem Pendidikan dan Latihan.
Aplikasi-aplikasi tersebut, berdasarkan PedomandataMutu, Jangkauan
Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-Governmepk(ninfo 2004)), dapat
dikelompokkan berdasarkan obyek layanan, orientgsijs, dan fungsinya.
Berdasarkan obyek layanan, e-Government dapat akaedmenjadi G2G, G2C
dan G2B (dijelaskan dalam subbab Interaksi Dalag@oeernment). Berdasarkan
orientasi layanan, terdiri dari:
= Aplikasi Back Office,yaitu merupakan aplikasi yang tidak secara langsung
memberikan pelayanan publik, dimana lebih banyakangani kebutuhan
internal dari instansi pemerintah. Contoh darigeaplikasi ini adalah Modul
Sistem Akutansi Daerah.

= Aplikasi Front Office, yaitu merupakan aplikasi yang secara langsung
menyediakan layanan untuk publik. Contoh darigeaplikasi ini adalah
Modul Sistem Kependudukan.

Berdasarkan jenis layanannya, dapat dikategorikbagai berikut:

= Aplikasi Layanan Informasi Umum, yaitu merupakan likgsi yang
menyediakan informasi umum bagi publik (masyarakagnis, maupun
internal pemerintah sendiri). Oleh karena itu,gaglikasi ini sangat dituntut
untuk memberikan informasi yangtodate.

= Aplikasi Layanan Pendaftaran, yaitu merupakan aplikyang bersifat

melakukan pencatatan terhadap data publik.
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= Aplikasi Layanan Perijinan, yaitu merupakan aplikgsng memungkinkan
publik untuk mengajukan permohonan perijinan tddenseperti ijin
perdagangan, ijin lokasi, dan lain-lain.

= Aplikasi Layanan Pembayaran (e-Payment), yaitu pakan aplikasi yang
memungkinkan publik untuk melakukan transaksi pemlen dengan
pemerintah. Pada jenis layanan ini, keamanan memjal yang sangat
penting.

» Aplikasi Layanan Lain, yaitu merupakan aplikasi gatidak termasuk
keempat kategori yang lainnya, dimana masih besifhoc.

Berdasarkan fungsinya, dapat dikategorikan megloigai berikut:

= Aplikasi Generik, yaitu merupakan aplikasi yang @eregani permasalahan
antar satu instansi dengan instansi lain dalamukergng cenderung seragam
pada proses, prosedur, aturan-aturan dan lainylain@ontoh dari aplikasi ini
adalah Modul Sistem Kepegawaiaan.

» Aplikasi Spesifik, yaitu merupakan aplikasi yang maegani permasalahan
yang khas dilihat dari proses, prosedur dan fupgsi@ontoh dari aplikasi ini

adalah Modul Pendaftaran dan Perijinan.

2.2.3 Tahapan Kematangan dalam e-Gover nment

Berdasarkan Inpres no 3 tahun 2003, disebutkan &dakaiam e-
Government terdapat empat tahapan perkembangarvexridoent, yaitu terdiri
dari:
= Tahapan 1 - Persiapan yang meliputi :

o Pembuatan situs informasi disetiap lembaga
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o Penyiapan SDM
0 Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya mekgedisarana
Multipurpose Community CentéVarnet SME-Centerdan lain-lain
0 Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maw untuk publik
= Tahapan 2 - Pematangan yang meliputi :
o0 Pembuatan situs informasi publik interaktif
0 Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lerdnaga |
» Tahapan 3 - Pemantapan yang meliputi :
0 Pembuatan situs transaksi pelayanan publik
o0 Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun datgatelembaga lain
= Tahapan 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersif&,&2B dan G2C yang

terintegrasi.

2.3 Pemeringkatan e-Government di Indonesia (PeGl)

Pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGltyguran utamanya
adalah memotivasi Pemerintah Daerah maupun pemkerirgusat dalam
mengembangkan e-Government di Indonesia. Olaemkaitulah, maka indikator
dan penilaian yang diberikan pada PeGl tidak seichee, namun ada pula yang
mudah dicapai oleh Pemerintah Daerah yang baruimkialinengembangkan e-
Government. Hal inilah salah satu alasan mengapa pibuat PeGIl walaupun
telah ada sebelumnyeamework-frameworkain yang digunakan maupun yang
diteliti baik di tingkat internasional maupun nasb Alasan lain perlunya
membuat PeGl adalaflamework-frameworkyang ada, belum memandang e-

Government secara menyeluruh, bahkan umumnya hamyaandangnya dari
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web saja. Padahal dalam pelaksanaannya ada keperam kebijakan,
kelembagaan, dan lain-lain yang sebenarnya jugaa saemtingnya dalam e-
Government.

Walaupun demikian, menurut bapak Yudho sebagaihsakorang tim
pembentuk Pe@] framework-frameworkyang ada merupakan salah satu input
dalam membuat PeGl. Dari berbagai input yang adadéngan diskusi serta
proses yang cukup panjang, akhirnya tim pembent®|Anenghasilkan lima
dimensi, yang kemudian diturunkan menjadi bebeiagd&kator. Dimensi dan
indikator yang ada dalam PeGl, dibuat sehingga noamglingkupi semua aspek
yang dirasakan merupakan bagian dari e-Governménindbnesia. Itulah
sebabnya mengapa setiap dimensi yang dimiliki &elel memiliki indikator
yang lumayan banyak. Namun demikian, diakui olepal Yudho, bahwa proses
pembuatan PeGlI sendiri (baik indikator maupun dsngrang ada) sebenarnya
masih belumfinal, dan akan terus dilakukan pengembangan. Berikut ini

merupakan dimensi dan indikator dari PeGI (Yusuf0

2.3.1 Dimens Kebijakan

Dimensi ini  berhubungan dengan kebijakan-kebijakankum yang
mengarahkan pemanfaatan TIK. Dimensi kebijakamatgir dalam delapan

indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

% Kontributor PeGl terdiri dari empat orang, yaiaphak Dana Indra Sensuse (Ul), bapak Yudho
Giri Sucahyo (Ul), bapak Tedy Sukardi, bapak Djéigung
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= Visi dan Misi
Indikator ini mencangkup visi dan misi mengenai Ttlihat dari ketepatan
pemanfaatan TIK. Visi dan misi ini menjadi acuatadh membuat rencana
jitu pemanfaatan TIK, yang juga dilihat dari kelmEran dokumentasinya.

» Strategi penerapan
Indikator ini megenai strategi penerapan TIK ditidperah, dilihat dari
kejelasan, penerapan, dan keberadaan dokumentasaga.

= Pedoman
Indikator ini mengenai pedoman pelaksanaan pemianfablK, dilihat dari
penerapan yang jelas serta menunjukkan keberadd&amentasinya.

= Peraturan
Indikator ini mengenai peraturan pemanfaatan TIReraturan yang ada
dilihat dari penerapan yang jelas serta menunjukkieberadaan
dokumentasinya.

= Ketetapan Instansi
Indikator ini mengenai ketetapan dari instansi adrkdilihat dari penerapan
dan pelaksanaannya.

= Anggaran
Indikator ini mengenai pengadaan dan pengalokasiaggaran untuk
pemanfaatan TIK, dilihat dari keberadaan serta pémadannya.

= Skala Prioritas
Indikator ini mengenai skala prioritas dalam meokah pelaksanaan dan

pemanfaatan TIK, dilihat dari penentuan dan persraiala prioritas.

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



30

= Audit
Indikator ini mengenai kegiatan audit dalam pematafia TIK, dilihat dari
keberadaan dan pelaksanaan pendahulunya sertsngtattang masih bersifat

ad hocatau sudah terstruktur dan terlaksana dengan rutin

2.3.2 Dimens Kelembagaan

Dimensi ini berkaitan dengan peran serta lembagg y&rtanggung jawab
terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Dinm@rtsrbagi menjadi lima
dimensi, yaitu sebagai berikut:

» Keberadaan Organisasi
Indikator ini mengenai keberadaan organisasi atatbhga yang mengelola
pemanfaatan TIK. Ada atau tidaknya organisadililitiat dari unit pengelola
Tl dalam keorganisasian dan kewenangannya.

»  Tupoksi
Indikator ini mengenai tugas pokok dan fungsi (Tkg)p yang berkaitan
dengan pemanfaatan TIK, dilihat dari keberadaanpaédaeksanaannya.

= SOP
Indikator ini mengenastandard operating procedurSOP) yang berkaitan
dengan pemanfaatan TIK, dilihat dari keberadaan dikumentasinya serta
dari pelaksanaan dan pengevaluasian SOP secavdikeri

= SDM
Indikator ini mengenai SDM dalam pemanfaatan TIkhat dari jumlah dan
kapabilitasnya dalam bidang Tl. SDM yang dilataakahgi oleh Tl dengan

jumlah yang memadai akan menjadi hal yang bagusrdpknilaiannya.
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= Pengembangan SDM
Indikator ini mengenai pengembangan SDM dalam pémasen TIK, dilihat
dari keberadaan dan perencanaannya yang berkataganl adanya proses

seleksi SDM untuk mengikuti program pengembangan.

2.3.3 Dimens Infrastruktur

Dimensi ini berkaitan dengan sarana dan prasaramg )Yada terhadap
pengembangan dan pemanfaatan TIK. Dimensi inaggnmenjadi tujuh dimensi
sebagai berikut:
= Data center
Indikator ini berhubungan dengan peranti kesasver sistem operasi, dan
aplikasi-aplikasi pendukung dalam pemanfaatan TIHal ini dapat dinilai
dari keberadaan serta fasilitas yang mendukungnya.

» Jaringan Data
Indikator ini mengenai jaringan data untuk pertakadata dalam pemanfaatan
TIK. Jaringan data dinilai dari keberadaan infralgiir jaringan, tingkat
kemudahan akses pengguna serta ketersediaan dsitaafyang ada.

= Keamanan
Indikator ini mengenai mekanisme keamanan dalam apématan TIK.
Keamanan dinilai dari adanya mekanisme keamanaornmafsi maupun
infrastruktur. Selain itu perencanaan mekanismegybaik dan kegiatan
evaluasi secara periodik akan menjadi sesuatu laalg ybaik dalam

penilaiannya.
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» Fasilitas Pendukung
Indikator ini mengenai fasilitas pendukung saraaa drasarana infrastruktur
TIK, dilihat dari keberadaan fasilitas serta pesraannya.

» Disaster Recovery
Indikator ini mengenadisaster recoveryang berkaitan dengan penerapan
TIK, dilihat dari pendokumentasiannya. Selaintéstingdan evaluasi secara
periodik akan menjadi sesuatu hal yang baik dalanilgian.

*» Pemeliharaan TIK
Indikator ini mengenai pemeliharaan infrastruktunK,T dilihat dari
pelaksanaannya yang baik dan rutin.

* [Inventaris Peralatan TIK
Indikator ini mengenai Inventaris penilaian TIK, lillit dari adanya

dokumentasi serta kegiatan yang dilaksanakan rutin.

2.34 Dimens Aplikas

Dimensi ini berkaitan dengan ketersediaan dan p&mtan aplikasi pada
pengembangan dan pemanfaatan TIK. Dimensi aplitediai dalam sembilan
indikator, yaitu:
= Situs Web (Homepage)

Indikator ini mengenai situs web yang berkaitangdere-Governmentdinilai
dari informasi yangup to dateserta dari sifat kedinamisan layanan yang

diberikan.
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= Aplikasi Fungsional 1
Indikator ini mengenai aplikasi fungsional 1 pag&overnmentdinilai dari
kelengkapan pelayanannya (kependudukan, perpajakan retribusi,
pendaftaran & perizinan, bisnis & investasi, pengad masyarakat, dan
publikasi info umum & kepemerintahan.

= Aplikasi Fungsional 2
Indikator ini mengenai aplikasi fungsional 2 yardaadalame-Government
dinilai dari kelengkapan layanannya. Jenis aplikasg termasuk aplikasi
fungsional 1 vyaitu surat elektronik, sistem dokumelektronik, sistem
pendukung keputusan, kolaborasi & koordinasi, daanajemen pelaporan
pemerintahan.

»  Aplikasi Fungsional 3
Indikator ini mengenai aplikasi fungsional 3 yardpadalame-Government
dinilai dari kelengkapan layanannya. Jenis aplikasig termasuk aplikasi
fungsional 3 yaitu sistem administrasi DPRD, sistpemilu daerah, dan
katalog hukum, peraturan & perundingan.

» Aplikasi Fungsional 4
Indikator ini-mengenai aplikasi fungsional 4 yardpadalame-Government
dinilai dari kelengkapan layanannya. Jenis apliyang termasuk aplikasi
fungsional 4 yaitu SIM data pembangunan, perencapambangunan daerah,
sistem pengadaan barang & jasa, pengelolaan & oromgt proyek, dan

sistem evaluasi & informasi hasil pembangunan.
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= Aplikasi Fungsional 5
Indikator ini mengenai aplikasi fungsional 5 yardpadalame-Government
dinilai dari kelengkapan layanannya. Jenis aplikasig termasuk aplikasi
fungsional 5 yaitu sistem anggaran, sistem kas &qredaharaan, dan sistem
akuntansi daerah.

= Aplikasi Fungsional 6
Indikator ini mengenai aplikasi fungsional 6 yardpadalame-Government
dinilai dari kelengkapan layanannya. Jenis aplikasig termasuk aplikasi
fungsional 6 yaitu pengadaan PNS, sistem absengied8ggajian, sistem
penilaian kinerja PNS, sistem absensi & penggagssiem penilaian kinerja
PNS, dan sistem pendidikan & pelatihan.

» Manual atau Petunjuk Aplikasi TIK
Indikator ini mengenai manual atau petunjuk aplikadK, dinilai dari
pendokumentasian yang baik.

» Inventaris Aplikasi TIK
Indikator ini mengenai inventaris aplikasi TIK, da dari pelaksanaan
kegiatan dan dokumentasinya. Pengevaluasian déaks&cara periodik akan

menjadi suatu hal yang baik.

2.3.5 Dimens Perencanaan

Dimensi ini berkaitan dengan proses perencanaanggmbangan dan

pelaksanaan TIK. Dimensi ini dinilai berdasarkarpat indikator, yaitu:
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» Pengorganisasian/ Fungsi
Indikator ini mengenai pengorganisasian atau fuggsig berkaitan dengan
pelaksanaan pemanfaatan TIK, dinilai dari kebenaddemen lembaga yang
merencanakan dan mengevaluasi secara periodildtgriiaK.

= Master plan
Indikator ini mengenaiMaster plan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemanfaatan TIK, dinilai dari keberadaan dokunmmaster plan dan
pelaksanaannya yang diatur sesuai rencana.

» Sistem Perencanaan
Indikator ini mengenai sistem perencanaan yang diterk dengan
pemanfaatan TIK, dinilai dari keberadaan perenaanaang baku,
pelaksanaan serta adanya evaluasi yang dilaksanatikan

= Dokumentasi
Indikator ini mengenai dokumentasi yang berkaittengan pelaksanaan
pemanfaatan TIK, dinilai dari keberadaan rencangakgang lebih detail

sebagai kelanjutan daraster plardan akan dievaluasi secara periodik.

2.4 Maturity Framework Dalam e-Gover nment

Frameworkpada dasarnya dapat digunakan untuk dua tujuasedaArild
2005), yaitu sebagai panduan dalam pengembangarselaagai dasar untuk
melakukan penilaian dan evaluasi. Oleh karenahtutukup banyak penelitian
yang mencoba melakukan pengembangan terhdidapework dan sebagian
bahkan telah menjadiiest practiceyaitu contohnya adalah seperti CMMI, Cobit,

dan Gartner. Untuk e-Government sendiri, pengegdnraframework maturity
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sudah banyak dilakukan, dan sebagian telah diimgi¢ssikan untuk melakukan
pemeringkatan baik skala internasional, sepertgydilekukan United Nations
dan Waseda, maupun yang berskala nasional, séle®i dan yang dilakukan
oleh Warta Ekonomi. Dapat dilihat pada tabel 2ebdrapa contommaturity

frameworkyang diperbandingkan oleh penulis.
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pEe pDimens dikato 0 diKator Proses
Safari 2004 | Pelayanan Adanya situs web Tingkat keamanan aplikasi
Adanya layanan terintegrasi
Perencanaan Adanya perencanaan strategis Tingkat gap antacamgan
(perencanaan strategis) dengan
kenyataan (penerapan TIK)
Adanya penerapan TIK
Institute e- | Network Jumlah pengguna internet,
Government Preparedness broadband, cellular phone, pc
Waseda Adanya sistem keamanan
University, | Required Adanya aplikasonling sistem e-
2008 Interface- tender, sistem e-tax, sistem e-
Functioning voting, sistem e-payment
Application
Management system optimization
Optimization
integrated network system
administrative and budgetary
system
public management reform by ICT
Homepage/Portal public disclosure Frekuensupdate
Situation multi-language correspondence
Chief Perkenalan dari CIO
Information HRD dari CIO

Officer (CIO)

Divisi yang mendukung CIO

Peran dan fungsi dari CIO
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Tabel 2. 4 Perbandingan Framework e-Government yang Ada

Indikator Input

Prioritas terhadap perencanaan ¢
strategi dari e-Government

lan

Indikator Proses

Indikator Output
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Aktivitas promosi

Legal framework

Sistem evaluasi

United
Nations,
2002

Situs Web

Kehadiran website

Cara penyajian layanan yang ada

Keberadaan dari sektor kritikal
layanan yang dihadirkan,
mencangkup pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan,
kesejahteraan/sosial, keuangan

Penggunaan portalngle entry

Komitmen terhadap rencana
strategis e-Government yang
ditetapkan

Infrastruktur ICT

PC per 100 orang

Internet hostgper 10,000 orang

Persentase populasi penduduk
(nasional) yangnline

Saluran telepon per 100 orang

Mobile phoneper 100 orang

Television per 1000

Human Capital

Human Development index

Indeks Akses Informasi

Urban / rural population ratio
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2.5 Pengukuran Hasil Performa

241 Urgens Pengukuran Hasil Performa

Pengukuran hasil performa merupakan bentuk peraks$iasil organisasi
untuk mengetahui seberapa efektif strategi dan agpeatijalankan dan untuk
mengetahui permasalahan yang mungkin potensiadie(HBSP). Dengan
adanya pengukuran akan diperoleh informasi menggaaforma sebuah
organisasi. Informasi inilah yang menyebabkan pkagn terhadap performa
organisasi menjadi penting, karena dengan lebihgemead organisasi atau bisnis
yang dijalankan, tentunya akan lebih mudah mendisagaya. Hal ini serupa
dengan yang diungkapkan oleh B.Forces, yaftydu don'’t drive your business,
you will be driven out of business”.

Dalam mendapatkan informasi tersebut, setiap osganimemiliki tujuan
yang berbeda-beda, diantaranya adalah (HBSP):

» Perkembangan, yaitu dengan melihat performa yamg sebuah organisasi
dapat segera melakukan tindakan untuk melakukamaj@n terhadap
kekurangan yang ada ataupun meningkatkan perfoamgahg sudah ada

» Perencanaan dan penaksiran masa depan, yaitu devegeyetahui performa
saat ini, maka organisasi dapat menentukan koftdisian) yang diharapkan
di masa depan, serta membuat perencanaan untulapaamga.

= Kompetisi, yaitu dengan membandingkan hasil peréoyaing dimiliki dengan
performa dari kompetitor, maka organisasi dapatingkatkan daya saing-

nya.
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= Penghargaan, yaitu dengan melakukan pengukuraadegshperforma pada

organisasi-organisasi yang ada atau pegawai-peggavaj ada atau yang

lainnya, maka dapat ditentukan yang terbaik (udiblkrikan penghargaan).

» Peraturan dan pemenuhan standar, yaitu organiselsiknkan pengukuran

performa untuk memenuhi regulasi yang ditetapka glemerintah ataupun

untuk memenuhi standar internasional yang ada.

2.4.2 Standar Kualitas Organisasi Pelayanan Publik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Halaes al (2007) dan

Papadomichelaki et

al (2006) yang membandingkan beberapa standar

internasional terhadap kualitas organisasi pelaygnablik, terdapat kesamaan

terhadap hasil yang diperoleh. Hasil yang dipéradalah CommoAssessment

Framework (CAF), 1SO9000, dan Baldridge Criteria (B@)erupakan standar

yang memiliki kriteria yang lebih lengkap dibandag dengan Balanced

ScorecardlanSix Sigma.

Tabel 2. 5 Perbandingan terhada

Balanced
Scor ecar d

p lima standar kualitasinter nasional

Baldridge
Criteria

CAF

Kepemimpinan

Six Sigma

Kepemimpinan

Kepemimpina

Meminimalisasi Pendekatan Analisis
variasi dalam | faktual dalam | pengukuran
proses pengambilan | dan
keputusan manajemen
pengetahuan
Strategi dan Perencanaan
Perencanaan Strategis
Manajemen Perspektif Penglibatan Fokus SDM
Sumber Daya | Pembelajaran SDM
Kemitraan dan| dan Hubungan yang
Sumber Daya | Perkembangan saling
menguntungkar

dengarsupplier
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Tabel 2. 5 Perbandingan terhadap lima standar kualitasinter nasional

Balanced o Baldridge
CAF Scor ecar d S B! Criteria

Manajemen Perspektif Melakukan Pendekatan Manajemen
perubahan darn Proses dan pengembangan Proses Proses
proses Bisnis secara cepat

dan

berkelanjutan
terhadap prose
bisnis
Menyelaraskan| Pendekatan
proses bisnis | Sistem kepada
utama untuk Manajemen

U

mendapatkan
kebutuhan-
kebutuhan
tersebut
Perspektif Memahami dan Fokus terhadap Fokus Pasar
Pelanggan mengelola pelanggan dan Pelanggan
kebutuhan
pelanggan
People Result Pertumbuhan | Hasil
Customer Berkelanjutan
Result
Society Result
Key Perspektif
Performance | Keuangan
Result

CAF merupakan sebudhameworkyang memungkinkan organisasi untuk
melakukanself assessmentLatar belakang dari pembuatan CAF adalah untuk
meningkatkan kualitas dari organisasi yang adaosekiblik di European Union
(EV). Pembuatan rancangan dasar dari CAF dimaldapahun 1998-1999, yaitu
dengan kontribusi dari EFQM dan EIPA, dan dipuldikauntuk pertama kalinya
pada Mei 2000 di Lisbon. Dengan adanya evaluasi gngembangan lebih
lanjut, pada tahun 2002 dipresentasikan untuk adga kalinya di Kopenhagen,
Denmark. Dalam perkembangannya kemudian, CAF yaegjadi sebualblue

print yang menunjukkan kriteria yang harus dimiliki olelganisasi sehingga
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memperoleh hasil yang memuaskdgriteria yang dimiliki oleh CAF terdiri dari
kriteria pemungkin (proses) dan kriteria hasil, gamerjumlah total sembilan
buah. Yang termasuk dalam kriteria proses adadgdermimpinan, perencanaan
dan strategi, manajemen SDM, kemitraan dan sumbga,dserta manajemen
proses dan perubahan. Sedangkan yang termasuk daiteria hasil adalah
people satisfaction, customer result, society tegely performance result.

Baldridge Criteria merupakan criteria yang digumakdalam Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA), yaitu sedln penghargaan pertama
kali diadakan oleh United States Congress padantd®87. Penghargaan ini
terbuka untuk diperoleh organisasi yang bergerase#ior bisnis, kesehatan dan
pendidikan. Penghargaan yang saat ini dikeloldn ddenerican Society for
Quality, hanya diberikan untuk satu perusahaan yhagggap unggul. Dalam
menentukan kualitas perusahaan yang dianggap undmunakan Baldridge
Criteria memiliki tujuh kriteria, yaitu enam kriiarproses dan satu kriteria output
(hasil). Yang termasuk dalam kriteria proses dd&lepemimpinan, Perencanaan
Strategis,

ISO 9000 merupakan standar internasional yang dibleh International
Organization for Standardization (ISO), yang bemsekiat di Geneva, Swiss.
Penggunaan kata ISO, diperoleh dari kata ‘isosgyaerasal dari bahasa Yunani,
yang artinya adalah sama. Maksudnya adalah melakpi&ebandingan terhadap
persamaan yang ada di antara organisasi. TujuanSfa 9000, yang sudah 29
tahun sejak seri pertama-nya dibuat, adalah untekfasilitasi ‘perdagangan’
(produk ataupun layanan) yang terjadi multinasiodahgan menyediakan sebuah

sistem persyaratan kualitas yang jelas. Oleh lkaietah, ISO 9000 ini dibuat
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untuk dapat digunakan diberbagai sektor, mulai #nis hingga organisasi
pelayanan publik. Agar penggunaannya tidak hanytukuorganisasi yang
offline, pada tahun 2000, ISO 9000 direvisi sehingga rigitgang ada lebih
umum dan dapat digunakan oleh organisasi yang tagmling seperti e-
Government. Kriteria yang digunakan dalam ISO iteriari fokus terhadap
pelanggan, kepemimpinammyvolvement of peopl@endekatan proses, pendekatan
sistem kepada manajemen, pertumbuhan berkelanpgadekatan faktual dalam
pengambilan keputusan, serta kemitraan yang sahiegguntungkan dengan
supplier.

Berikut ini merupakan rangkuman dari proses-prgagg termasuk didalam

ketiga standar tersebut:

Tabel 2. 6 Proses-prosesyang diperlukan dalam membangun kualitas or ganisasi (kombinasi
CAF, 1SO, dan Baldridge Criteria

Kepimpinan | Pemimpin membangun visi, misi, goal, target daainjlISO, CAF,
(etika dan legal kerja) yang ada di organisasiaser | BC

mengkomunikasikannya kepada semua komponen
organisasi, serta menunjukkan komitmennya terhadap
nilai dan etika yang dibuat

Pemimpin memotivasi pegawai, baik dengan ISO, CAF,
komunikasi dua arah atau pemberian reward BC
(Pemimpin membangun kepercayaan dan
menghilangkan ketakutan)

Pemimpin membangun fokus kerja sehingga dapat| ISO, BC
mencapai tujuan organisasi, meningkatkan performa
dan mencapai visi serta memberikatueuntuk
semuastakeholdemya

Pemimpin berkontribusi dalam mengembangkan | ISO, BC
pemimpin dimasa depan
Organisasi mengembangkan akuntabilitas dan BC
transparansi kerja
Organisasi melakukan audit terhadap organisasi darBC, ISO
pemimpin, kemudian melakukan pengembangan
berdasarkan hasil audit
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Tabel 2. 6 Proses-prosesyang diperlukan dalam membangun kualitas organisasi (kombinasi

CAF, 1S0, dan Baldridge Criteria

Kepimpinan | Organisasi secara aktif mendukung dan BC
mengembangkan komunitas
Pemimpin membangun hubungan dengan politisi daCAF
stakeholdefainnya
Perencanaan | Organisasi mengembangkan perencanaan strategis BC
Strategis | yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal
organisasi serta kemampuan dalam mengeksekusi
Organisasi membangun tujuan strategis dengan BC, CAF
memperhatikan tantangan yang ada di organisasi baik
jangka panjang maupun jangka pendek
Organisasi membangwaction planuntuk mencapai | BC
tujuan strategis dengan tetap memperhat#tgyment
dan semuatakeholder
Organisasi melakukan pengukuran terhadap perfornBC
yang ada dari implementaattion planserta
membandingkannya dengan kompetitor dan performa
sebelumnya
Organisasi mengumpulkan informasi terkait kebutuh&AF
saat ini dan mendatang datakeholders
Organisasi mengembangkan, negtewdan CAF, BC,
melakukarupdateterhadap strategi dan perencanaanlSO
yang dibuat
Organisasi mengimplementasikan strategi dan CAF
perencanaan yang ada ke seluruh organisasi
Fokus Organisasi melakukan identifikasi terhadap pelanggaBC
Terhadap | dan segmentasi pasar
Pelanggan | Organisasi mendengarkan dan mempelajari kebutuht80, BC
dan Pasar | pelanggan, serta menyesuaikannya dengan pasar ¢lan
perubahan dalam melakukan bisnis
Organisasi membangun hubungan dengan pelangga$sO, BC,
secara sistematis, dengan memberikan informasi, | CAF
mengelola complain, menerima feedback
Organisasi mengukur tingkat kepuasan dari pelangg&t, 1ISO
dan bertindak sesuai hasilnya
Memastikan bahwa tujuan organisasi berkaitan deng&®O
kepuasan pelanggan
Mengkomunikasikan kebutuhan dan ekspektasi ISO
pelanggan ke seluruh komponen organisasi
Organisasi melakukan pelayanan yang sama baiknyéSO, CAF
kepada pelanggan maupun kepsi#keholderyang
lainnya
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Tabel 2. 6 Proses-prosesyang diperlukan dalam membangun kualitas organisasi (kombinasi

Knowledge
M anagement

CAF, 1S0, dan Baldridge Criteria

Organisasi mengumpulkan data dan informasi terkaiBC
operasional harian, maupun yang terkait performa
organisasi, serta menyimpannya sesuai kebutuhan
organisasi dan perubahan teknologi yang ada

Organisasi memilih, menganalisis dan menggunakarBC, ISO
data secara tepat untuk mengukur performa organisas

mendukung operasional dan pengambilan keputusan

Organisasi menjamin bahwa data, informasi ataup
knowledge yang ada memiliki akurarasi, integritas @
realibilitas, ketepatan waktu, security dan
confidentialitas

nBC, ISO

Organisasi melakukan pengelolaan terhadap
knowledge yang ada, yaitu berupa mengumpulkan

BC, CAF
dan

mentransfer knowledge pegawai, mengidentifikasi dan

menyebarkaibest practicetransfer knowledge dari
dan kestakeholder

Organisasi memungkinkan data untuk dapat diaksesISO, BC

kepada yang membutuhkannya secara tepat

Fokus
Terhadap
SDM

Organisasi mengatur dan mengelola pekerjaarskidin
untuk meningkatkan kooperasmpowermeninovasi
dan budaya organisasi dan untuk memperoleh agili

BC

Ly

yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pencapdian

action plan

Organisasi menjamin adanya komunikasi dhiti
sharing yang efektif dalam unit kerja, pekerjadh, d

BC

menjamin employee performance management syst&t

dan kompensasi yang diberikan mampu mendukun
kinerja dengan performa tinggi dan berkontribusi
dalam pencapaiaaction plan serta memiliki fokus
terhadap pelanggan dan bisnis.

g

melakukan identifikasi karakteristik dakill yang
dibutuhkan oleh pegawai potensial

BC

membuat perencanaan dalam suksesi kepemimpin
dan posisi pengelolaan

ABC

merekrut, mempekerjakan dan mengelola pegawai

b

melakukan pendidikan dan pelatihan yang mampu
meningkatkan pengetahuskill , dan kemampuan da

pegawai, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan

dan peningkatan performa

BC, ISO

menjamin dan mengembangkan tempat kerja yang
sehat, aman, ergonomis dengan melibatkan pegaw

BC
ai

menentukan faktor kunci yang mempengarubhi
kenyamanan dan motivasi dari pegawai di setiap
segmen

BC
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Tabel 2. 6 Proses-prosesyang diperlukan dalam membangun kualitas organisasi (kombinasi

Fokus
Terhadap
SDM

CAF, 1S0, dan Baldridge Criteria

memberikan pelayanabenefif danpolicy terhadap
pegawai sesuai dengan kategori, tuntutan kerja,
jenisnya

BC

melakukarassessmerterhadap kenyamanan dan
motivasi pegawai, serta menggunakannya sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan

BC

Setiap orang memahami peran pentingnya dalam
organisasi

CAF

Setiap orang dalam organisasi melakukan identifika
hal yang menhambat performanya

S

Setiap orang mendapatkan permasalahan yang hatuSAF

diselesaikan dan mereka bertanggungjawab
terhadapnya

Setiap orang secara aktif mencari peluang untuk
meningkatkan kemampuan, pengetahuanstidh
yang mereka punya

CAF

Setiap orang bebas untuk men-share pengetahuan
pengalamannya

daAF

Setiap orang terbuka untuk mendiskusikan masalah CAF

dan isunya

Merencanakan, mengelola dan mengembangkan

sumber daya sesuai dengan strategi dan perencanaan

yang dibuat

CAF

menyelaraskan antara target individu, tim dan
organisasi

CAF

Melibatkan pegawai dengan membangun dialog da
melakukan empowerment

NCAF

M anajemen
Proses

Menganalisis dan Mengukur performa dari proses
utama dan pedukung yang ada

BC, ISO

Meminimalisir cost yang ditimbulkan (Mengevaluas
resiko, konsekuensi dan akibat dari aktivitas teaipa
stakeholdey

BC, ISO

Memastikan adanya finansial untuk mendukung
kegiatan operasional

BC

Memastikan adanya kesinambungan dalam oprasiqgriaC

walaupun dalam kondisi genting sekalipun

Membangun tanggung jawab dan akuntabilitas yan
jelas terhadap proses utama

gISO

Memfokuskan diri pada faktor, berupa metode, dll
yang akan meningkatkan performa dari proses

ISO, CAF

Memahami interdepedensi yang ada dalam sistem

ISO

Membangun pendekatan untuk mengharmonisasikanSO

dan mengintegrasikan proses
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Tabel 2. 6 Proses-prosesyang diperlukan dalam membangun kualitas organisasi (kombinasi

M anajemen
Proses

CAF, 1S0, dan Baldridge Criteria

Menyediakan pemahaman yang lebih baik terhaday
peran dan tanggung jawab untuk pencapaian prose
dan mengurangi hambatan yang ada

) 1ISO
S

Memahami kemampuan organisasi dan membang
sumber daya terbatas pada aksi utama

nSO

Membuat target dan mendefinisikan aktivitas yang
spesifik dalam sistem harus dijalankan

Melakukan pengembangan berkelanjutan terkait ha
evaluasi

siBO

Mengidentifikasi, merancang, mengelola dan
mengembangkan proses

BC, ISO,
CAF

Mengembangkan dan memberikan layanan dan prg
dengan melibatkan masyarakat

duk

Merencanakan dan mengelola moderenisasi dan
inovasi

Sumber
Daya

Mengelola bangunan dan aset

CAF

Hubungan
Kemitraan

membangun hubungan yang menyeimbangkan ant
capaian jangka pendek dengan kebutuhan jangka
panjang

At&0

mengumpulkan keahlian dan sumber daya dengan
partner

ISO

mengidentifikasi dan menyeleksipplierutama

ISO

memberikan informasi dan rencana kedepan

ISO

membanguroint developmendan aktivitas
pengembangan

ISO

menginspirasi, menyemangati dan mengetahui
pengembangan dan pencapaian yang dilakukan ole

ISO
h

supplier

2.4.3 Model Pengukuran Kualitas Website

Untuk mendapat model pengukuran yang lengkap tegh&dalitas website,

penulis menggunakan tiga pemodelan, yaitu e-Govenhmdi

Thailand

(Sukasame 2004), Website Usability (Palmer 2002) @amprehensive Model

(Signore 2005). Pada pemodelan yang dilakukan Siddasame, ia menentukan

kualitas website berdasarkan:
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content,yaitu terkait dengan e-Service, berupa menampilkésrmasi yang
tepat, berguna dan sesuai. Lebih lanjabntent dikaitkan dengan cara
menampilkan informasi itu sendiri

linkage,yaitu jumlah dan kualitas dari link yang ada diashalwebsite
reliability, yaitu terkait dengan tersedianya dan berfungsinyb ite,
sehingga menjadi sesuatu yang signifikan

ease of useyaitu terkait dengan kemudahan dalam menghafal alamL,

kemudahan mengikuti katalog, struktur yang baik, ldan-lain.

Sedangkan Palmer, menyebutkan kualitas dari wetesdei dari:

download delayyaitu terkait denganesponse timeéari situs terhadagequest
halaman dari pengguna

responsivenesyaitu terkait dengan memberikéeedbaclkagi pengguna
informasitontent, yaitu terkait dengan jumlah dan jenis informasi gyan
diberikan kepada pengguna

interactivity, yaitu termasuk kemampuan mengubah tampilan, céatas isi
dari situs sehingga terbentuk interaksi dengan gnamay

navigasi, yaitu terkait dengan kemampuan untuk glehgan halaman

Signore dengaomprehensive Modelya, menyebutkan kualitas website terdiri

dari:

interaction, yaitu terkait membangun interaksi dengan menggundéem,
dimana isu-isu yang berhubungan adalah transparanevery, helglanhint
content,yaitu terkait informasi yang disampaikan, dimanaig yang ada

adalah mengenagadability,arsitektur dari informasi, dan lain-lain.
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» presentationjaitu menyangkut hampir keseluruhan kriteria yadg di situs
maupun yang ada diingle page,dimana isu yang terkait adaldayout,
multimedia, link, forndantext.

= correctness,yaitu terkait aspek teknis yang dapat terlihat gden mudah,
seperticodeyang kotor.

* pavigasi, yaitu terkait kemampuan website melakukavigasi, dimana hal-

hal yang perlu diperhatikan, sepentvigation bar, dansite structure.

Tabel 2. 7 Perbandingan M odel Kualitas Website
Area e OV @ allana ep e ab O Prene =
ode

Service Reliability
Self Service Interaction
Download Delay
Responsiveness
Information Content Informasi/content Content
Linkage Interactivity Presentation
Correctness
System Ease of use Navigasi Navigasi

2.6 Teori-Teori Terkait

Pada subbab ini, pembahasan akan difokuskan kefsamtateori yang

berkaitan dengan dimensi dan indikator yang ade@!.

2.6.1 Infrastruktur Tl

Infrastruktur secara umum didefinisikan sebagaikstir yang ada di bawah
struktur, atau dengan kata lain memiliki lapisgoidan. Secara khusus,
infrastruktrur merupakan fasilitas umum, yaitu sépair, listrik, telepon, dan
lain-lain, yang merupakan sebagian dari lapisanragtfuktur yang ada.
Infrastruktur sesuai definisinya, memiliki berbagacam lapisan, dimana setiap

lapisan memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:
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= Struktur yang ada di bawah merupakan pendukungiidigan bersama) bagi
struktur yang ada di atasnya.

= Struktur yang ada di bawah lebih bersifat statien germanen daripada
struktur yang ada di atasnya.

= Betul-betul dipertimbangkan sebagai layanan pendgktermasuk orang dan
proses yang dilibatkan dalam layanan, daripada éhasskedar alat atau
struktur fisik

» Terkadang secara fisik terhubung dengan struktog yidukungnya

» Terbatasi dengan struktur yang didukungnya dalahiifeaycle (plan, build,
run, change, exit)

= Dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dasiruktur yang

didukungnya.

NOT
Infrastructure

Application

titdd

7 f
IT ] rs mtm [ L
Infrastructure Middeware 08 NelStack DB
Hardware

J Servers Clients  Storage MNetwork
Other

&

Infrastructure Y, Data Center

PowerCnd. RackSpace FireControl  Access Security

Building
HVAC Bulding Security Power Loading Dock  Structural Intogrity

Site
Expangion Space  Parking  Sile Secutiry

Puhlic(CIvip
Communications Fower Water Sewage

Transportation

Gambar 2. 3 Layer-layer dalam infrastruktur (Robertson 2001)
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Salah satu bagian dari lapisan-lapisan yang adamdahfrastruktur,
didalamnya terdapar infrastruktur TIK. Dalam CoMitl, infrastruktur TIK
didefinisikan sebagai teknologi dan fasilitdmrdware, sistem operasijatabase
management systermetworking, multimedia dan semuaenvironment yang
menaungi dan mendukungnya) yang memungkinkan sedpigtasi melakukan
pemrosesan. Sehingga dalam Ward dan Peppard d&aabbhwa, sebuah
komponen dikatakan merupakan infrastruktur apatidmnakan oleh lebih dari
satuitem
Sebuah infrastruktur Tl dikatakan ideal ataature apabila infrastruktur
tersebut bersifat adaptif ataupun dinamis. Hatlikarenakan sebuah infrastruktur
yang dinamis mampu mengakomodasikan kebutuharegisdiisnis dengan cepat
dan efesien Untuk membuat sebuah infrastruktur yadgptif, maka perlu
diperhatikan hal-hal berikut ini (Robertson 2001):
= Teknologi, yaitu berupdardware software dan layanarthird-party yang
membangun infrastruktur. Dalam bul&trategic Planning for Information
System teknologi disebutkan sebagai arsitektur, yaitknatogi-teknologi
terpilih yang disatukan dalam plaftform yang kohesi

= Sumber Daya Manusia, yaitu termasuk peran, keabBanstruktur organisasi
yang terlibat dalam prosd#e cycle Dalam bukuStrategic Planning for
Information Systemsumber daya manusia ini dipersempit menjadi kaahli
dari sumber daya manusia, yaitu mulai dari mengasiukmotivasi dan
budaya yang ada.

» Proses, yaitu termasuk standar dan informasi yaegdefinisikan aktifitas

dalam mengembangkamaintainaplikasi dan mengelola infrastruktur TI.
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2.6.2 Keamanan Infrastruktur TI

Ada tiga jenis ancaman yang membahayakan infrasirukaitu:

= Serangan dari luar
Serangan dari luar merupakan aksi dimaattacker sama sekali tidak
melakukan akses terhadap infrastruktur, namun hargrabuat website tidak
dapat diakses dari luar. Hal ini dikarenakan pemyg @ttacke) hanya
mengirimkan request yang bertubi-tubi sehingga server sibuk menjawab
requestersebut.

= Penyusupan
Penyusupan merupakan aksi dimana pelakunya melakakses terhadap
infrastruktur yang ada. Untuk dapat melakukan silksie ada berbagai macam
cara yang dapat dilakukan. Cara-cara tersebutlladingan memanfaatkan
kelalaian penggunasocial engineeringdan menggunakan teknologi untuk
mengakses dengan memanfaatkan celah yang adarastioktur. Apapun
cara yang dilakukan oleh pelaku, namun pada dazangyeka memiliki latar
belakang yang mendorong melakukan penyusupan, karena ingin unjuk
diri, atau karena faktor kebencian, atau karenagkean untuk mencuri data.

= Virus/worm
Virus dan software merupakan program komputer ’‘jahat’ yang dapat
memperbanyak dirinya dan menyebar pada komponeastniktur lainnya
yang terhubung.

Oleh karena itulah dalam melakukan pemeliharadmat&ap infrastruktur, perlu

dilakukan tindakan sebagai bentuk pertahanan dirilierbagai jenis ancaman.
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Bentuk pertahanan diri yang dapat dilakukan olebamisasi untuk
melindungi infrastruktur dari ancaman, yaitu dengara:

= Membuat kebijakan keamanan, yang bertujuan untulgater pengguna agar
menggunakan infrastruktur yang ada secara 'aman’.

= Memasang firewall, yang bertujuan untuk menyarirakgt-paket internet
yang dapat masuk ke dalam jaringan internal organis

= Menerapkan authentication, yang bertujuan untuk memastikan hanya
pengguna yang berhak sajalah yang dapat mengaks#s cmputing
infrastructureyang ada di organisasi.

= Menggunakan enkripsi, yang bertujuan untuk mengaja agar tidak dapat
dibaca oleh orang yang tidak berhak.

» Melakukanpatchingdanchange management@ng bertujuan untuk menutup
celah yang ada dari sistem karena dapat membep&hang bagattacker
untuk melakukan serangan, serta mengelola perubgdwag terjadi setelah
patchingdilakukan (terutama jika perubahannya signifikan)

= Mendeteksi penyusupan dan monitoring jaringan,gy#&ertujuan untuk

memberikan informasi bahwa infrastruktur telah nadagni serangan.

2.6.3 Strategi ISIT

Menurut Ward dan Peppard dalam bukun$#rategic Planning for
Information Systemdisebutkan bahwa dalam formulasi strategi 1S/ITpada
dimodelkan menjadi sebagai berikut, yaitu terdaidWard dan Peppard 2002):
= |nput:

o lingkungan bisnis internal, yaitu terdiri dari $&@i bisnis, tujuan, sumber

daya, proses dan budaya, serta nilai-nilai yangdatim bisnis.
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o lingkungan bisnis eksternal, yaitu terdiri dari K@i ekonomi, industri
dan kompetisi yang terjadi dimana organisasi berada

o lingkungan internal IS/IT, yaitu merupakan persgeakari IS/IT yang ada
di internal organisasi saat ini, yang terdiri dakill, sumber daya,
infrastruktur TIK, dan lain-lain.

o lingkungan eksternal IS/IT, yaitu peluang dan tieknologi yang sedang
berkembang, serta penggunaan IS/IT oleh organisasi, seperti
pelanggan, kompetitor daupplier.

= OQOutput:

0 strategi manajemen IS/IT, yaitu merupakan elemamatdalam strategi
yang memberikan pengaruh bagi keseluruhan organisasmastikan
kebijakan konsisten yang dibutuhkan.

0 strategi bisnis IS, yaitu strategi yang digunakadshounit atau fungsi
sebagai pencapai tujuan bisnisnya, yaitu beruptofoiio aplikasi yang
dapat membantu pencapaian tujuan bisnis.

0 strategi IT, yaitu kebijakan dan strategi untuk ajamen teknologi dan

sumber daya spesialis.
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Gambar 2. 4 Model Strategi IS/IT (Ward dan Peppard 2002):

2.6.4 Perencanaan

Perencanaan dalam TI, bisa dikatakan berbeda degregancanaan lainnya.
Hal yang membedakannya adalah pada perencanaaardd mengintegrasikan
perspektif bisnis dari berbagai divisi kemudian iimthya dalam perspektif TI.
Perspektif ini mengintegrasikan strategi bisnisgd@npersyaratan teknologi yang

dibutuhkan, sehingga IT dapat mendukung kebutuh@nisb dalam tataran
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strategis, taktis dan operasional dari unit bisi{grena perlu melihat dalam dua
sisi, yaitu teknologi dan bisnis, maka dalam pea@aan Tl juga perlu menangani
perubahan yang ada di kedua sisi tersebut.

Dengan adanya perencanaan Tl, sebuah organisasiletdh mudah dan
terarah dalam mencapai tujuan bisnis, maupun datadakukan aktivitas
terkoordinasi untuk memberikan pelayanan kepadanpgghn (dalam hal ini
adalah masyarakat). Oleh karena itulah, perencamaaupakan satu hal yang
tidak dapat dilepaskan dalam melakukan pengelol&andiberbagai jenis
tingkatan proses. Perencanaan Tl dilakukan musi tthgkat strategis, taktis,
maupun operasional.

Perencanaan Strategis merupakan proses memadugiamigi, dan nilai-
nilai utama dalam organisasi, yang dipadukan dengamperhatikan kondisi saat
ini untuk menentukan langkah taktis saat ini darsandepan (Summers 2005).
Oleh karena itulah perencanaan ini akan memiliknplak secara jangka panjang
bagi organisasi. Dalam mengeksekusi perencanaaakan diperlukan waktu
yang panjang sehingga manfaat dapat dicapai. Maryang dapat diperoleh
dapat berupa keunggulan kompetitif, efesiensi hidga perbaikan proses bisnis.

Perencanaan Taktis merupakan perencanaan yang iknetaihpak secara
jangka pendek bagi organisasi. Umumnya dalamadebrganisasi, perencanaan
Taktis ini didorong oleh adanya ancaman kompetidaupun merupakan
perencanaan turunan dari (bagian dari tahapan garaan untuk mengeksekusi)
perencanaan Strategis.

Perencanaan Operasional merupakan perencanaarmegatur aktivitas

harian dari sebuah organisasi. Umumnya perencanparasional, langsung
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dijalankan daripada diformulasikan. Hal ini dikaa&an perencanaan ini
merupakan bentuk turunan dari perencanaan Stratdgis Taktis yang

dilaksanakan secara harian.

2.7 Metodologi Penelitian: Soft System Methodology (SSM)

Soft System Methodology(SSM) merupakan metodologi yang
dikembangkan oleh Peter Checkland, yang pada awatfigunakan untuk
melakukan pemodelan pada ilmu sosial. Namun sgitiengan waktu,
metodologi ini juga berkembang sebagai alatuk pengembangan pemahaman
dan pembelajaran, termasuk juga pada dunia sistgformasi. Hal ini
dikarenakan metodologi yang berkembang pada dusi@ns informasi (seperti
Waterfall) merupakamard systemyang tidak memperhatikan kondisi eksternal,
seperti kondisi Politik, Ekonomi, dan lain-lain gdbut sebagai dunia nyata).
Padahal dimungkinkan ada sebuah kondisi, yang tidakm, dimana faktor-
faktor eksternal memberikan pengaruh pada pengegabasistem informasi.
Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan d&WSlibandingkan metodologi
lain, sepertiwaterfall. Selain itu, kelebihan lain dari metodologi ini eafal
fleksibilitasnya dalam proses yang ada, dimana dwdogi ini memungkinkan
terjadinya iterasi, sehingga apabila dalam salah &dhapan terdapat hal yang
kurang, dapat dilakukan perbaikan. Berikut irndg gambar 2.5) merupakan

tahapan-tahapan yang ada dalam SSM.
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Gambar 2.5 Tahapan-Tahapan Dalam Soft System Methodol ogy (SSM)

Bagaimana konsep yang dibangun dari SSM adalah mangmfokuskan
pikiran dengan memahami masalah yang ada di dwatarkemudian, mencari
solusi yang tepat dalam dunia konsegysfem thinkingentang dunia nyata).
Namun menariknya adalah, kemudian hasilnya dialapsilengan faktor-faktor

eskternal (elemersotft) yang ada di dunia nyata. Selain itu, hal mdnkinnya
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dari metodologi ini adalah adanya pelibagpertdalam menentukan kelanjutan
proses dan hasil dari model yang dibuat.

Konsep dari SSM di atas, dipartisi dalam tahaphagan yang ada dalam
SSM. Seperti yang terlihat pada gambar 2.6 di, 888/ terdiri dari 7 tahapan,
dimana sebagian 'berada’ dalam dunia nyata dargseb&innya 'berada’ dalam
system thinkingnengenai dunia nyata. Berikut ini merupakan pasgn dari
tahapan-tahapan tersebut:

1. Situasi Permasalahan yang Dianggap Meragukan dgaastPermasalahan
yang Telah Jelas
Umumnya literatur yang ada menyatakan bahwa talkafarpa dan kedua
sebagai satu kesatuan dari proses pendefinisiaassitHal ini dikarenakan
memang pada tahap pertama, kondisi permasalahaih aiasggap belum
jelas . Sedangkan pada tahap kedua, situasi pdaehasalah mulai jelas.
Aktivitas yang dilakukan pada tahap pertama, adat@akukan eksplorasi
terhadap situasi. Pada saat melakukan eksplades{ lioleh ada dinding yang
membatasi pemikiran. Tentunya hal ini akan memurigka untuk melakukan
pencarian data sebanyak-banyaknya, tidak terbataktdtif atau kuantitatif
dan dengan metode apapun, baik survei, wawancarg/ang lainnya.
Sedangkan pada tahap kedua, telah didapatkan gamyxeang jelas serta kaya
akan informasi mengenai situasi yang ada. Selajpada tahap ini juga telah
dapat didefinisikan mengenai hal-hal yang menjdémen ’'soft’. Yang
merupakan elemersoft antara lain adalah budaya dan politik serta orang
yang terkatit dengan situagng ada atau mendapat efek dari situasi tersebut.

2. Definisi Dasar dari Sistem yang Diinginkan
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Pada tahap ini, aktifitas yang dilakukan adalah akgtan pendefinisian
hingga ke akarnya mengenai deskripsi dari sistemg yaiinginkan.
Pendefinisian yang dimaksud adalah memperjelas ganbyang ada pada
tahap sebelumnya, dimana dimungkinkan banyaknyasppktif yang
digunakan pada saat itu. Untuk mempermudah dalamakoien

pendefinisian, dapat digunakan metode analisis CABMaitu:

C —Customers orang ataupun pihak yang diuntungkan dari sistem
= A —Actors: orang yang menjadi aktor atau partisipan dalatesi
= T - Transformation transformasi yang dilakukan mulai dari awal lgag
akhir
= W —Weltanshauung/worldwidehal-hal yang mendasari adanya sistem
= O -Owner: orang atau pihak yang mengontrol atau membagtarsi
= E —Environment hal-hal yang mempengaruhi namun tidak mengontrol
sistem
Dalam perkembangan SSM, ada yang mengganti C dehgBeneficiarie3
untuk yang diuntungkan dan Vi¢timg untuk yang dirugikan dengan adanya
sistem.
3. Model Konseptual dari Sistem yang Disebutkan paefini3i Dasar
Pada tahap ini dibangun model konseptual berdasarkasil dari
pendefinisian dasar dari sistem yang akan dibanguntuk mempermudah
dalam membangun deskripsi dari model tersebut, tddipanakan diagram
alur untuk menunjukkan urutan langkah atau aksvitgang terdapat
didalamnya. Dalam membangun deskripsi terhadapempdrlu diperhatikan

bahwa mengandung:
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= Tujuan untuk masa depan

= Alat untuk menilai performa, yaitu berupaffectiveness, efficacy,
efficiency

= Komponen yang menjadi bagian dari sistem dan koexpogang
berinteraksi didalamnya, serta apa yang mendasdikaksebuah proses
dijalankan dalam sistem

= Hal-hal yang menjadi batasan dalam sistem

= Sumber daya

= Kontinyuitas

Disarankan dalam tahapan ini dilakukan secara aind#al ini dikarenakan

pada tahap ini dimungkinkan terjadi kecenderungatuku menghabiskan

waktu banyak, dengan adanya diskusi, debat, damldai. Namun perlu

dipahami, bahwa dalam SSM terdapat iterasi, yanghumgkinkan dalam

tahapan sebuah iterasi (terutama diawal) ada kiaddasl yang belum dicapai.

4. Perbandingan Antara Model Konseptual dengan DugéataN

Pada tahapan ini, hal yang dilakukan adalah menibgkah model

konseptual yang telah dibangun pada tahap selgmjudangan kondisi yang

ada di dunia nyata. Untuk memudahkan dalam me&akylerbandingan,

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ygquaf déigunakan antara lain

adalah dengan diskusi yang tidak terstruktur, dengan memodelkan dunia

nyata seperti yang dilakukan untuk model konsepatau dengan digunakan

matriks terstruktur.  Untuk matriks terstruktur, ded konseptual akan

dipetakan dengan berbagai macam pertanyaan, sepErgenai eksistensi di

dunia nyata.
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5. Perubahan yang Diinginkan dan Mungkin Dilakukan
Pada tahapan ini, mulai dilakukan perubahan teghadadel, sesuai dengan
hasil perbandingan terhadap dunia nyata. Dalamakokan perubahan,
digunakan berbagai pandangan dari berbagai peispekt

6. Tindakan Untuk Perbaikan Situasi
Pada tahapan ini, ditentukan tindakan yang tepabatiap situasi yang ada,

yaitu apakah menghentikan iterasi atau melakulaast ke tahapan pertama.
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BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan panduan, cara dan urutan p@ageyang akan
digunakan dalam penelitian tesis ini. Selain iilgg, metodologi menentukan
output yang diharapkan dari setiap langkah yang atfiajuan dari metodologi
pada penelitian ini adalah agar proses yang dkalamenjadi lebih teratur dan
lebih sistematis. Selain itu juga dengan adanytodotogi diharapkan akan
memudahkan dalam memantau perkembangan dan tikgkathasilan dari tesis
yang dibuat.

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam pégreliini merupakan
hasil adopsi penulis terhad&pft System Methodolo¢g$SM). Adopsi ini penulis
tuangkan dalam metodologi yang digunakan, sehimggmpengaruhi kerangka
berpikir dan alur berpikir yang penulis gunakan. eriBut ini merupakan

pemaparan dari kerangka berpikir dan alur bergiirg penulis gunakan.

3.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bentuk ataupun caray ydigunakan oleh
penulis dalam memandang penelitian yang dilakukamatap faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Tujuan dari kerangka berpikiraigi@lah agar penulis lebih
mudah dalam memahami bagaimana penelitian ini dtakukan (mendapatkan
output yang diharapkan). Selain itu juga, kerangkgpikir ini ditujukan agar

penulis lebih mudah dalam memahami bagaimana f&kbor yang ada
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mempengaruhi terbentuknya output penelitian yahgrdpkan. Pada penelitian
ini, penulis menggunakan kerangka berpikir sepgtig terdapat pada gambar

3.1.

Frocess Maturity

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, penulis memandang bapveeess maturity framewok
dari e-Government di Indonesia merupakan sesuatu yapgngaruhi oleh
kombinasi dari beberapa faktor. Faktor-faktordbrg adalah
» indikator (input) dari PeGl, yang merupakan inpehiing dari proses yang
ada pada e-Government di Indonesia.

= teori-teori yang berhubungan dengan e-Government mforma proses,
serta teori-teori lainnya yang berhubungan.

= faktor unik e-Government di Indonesia, yaitu sepegbijakan, budaya, dan
lain-lain.  Agar framework dapat digunakan sesuai tujuannya, maka
sebenarnya dalam pembuataframework perlu mempertimbangkan

karakteristik dari e-Government yang akan mengganaka. Hal ini
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dikarenakan ¢ritical success factor (CSF) dari e-Government lebih
berhubungan dengan aspek organisasi (ruang lingkegjlaku, instansi,

sosio-cultural dan budaya daripada aspek teknis” (Gill-Gracia 2006

3.2 Alur Berpikir

Alur berpikir merupakan urutan dari proses-prosasgytersusun secara
sistematis untuk menjadi acuan atau panduan dalalakokan penelitan. Alur
berpikir yang digunakan merupakan hasil turunan Karangka berpikir yang
dipaparkan penulis pada subbab 3.1. Agar lebihsjehlur berpikir yang

digunakan dalam penelitian ini, penulis tuangkdamagambar 3.2.
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Gambar 3.2 Alur Berpikir
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Seperti yang terlihat pada gambar 3.2, penelitiangydilakukan diawali
dengan survei awal, kemudian diakhiri dengan membkesimpulan, dan saran.
Untuk deskripsi mengenai setiap tahapan yang adawal hingga akhir adalah
sebagai berikut:

1. Survei Awal
Pada tahap awal ini, dilakukan survei awal berupdi $iteratur pada sumber
yang dapat dipercaya, baik berupa jurnal, buku mauptikel. Fokus dari
survei awal ini adalah untuk mencari tahu dan memmalkonsep dasar e-
Government, kondisinya di Indonesia, baik peluamgipun tantangannya dan
juga tingkatmaturitynya, serta hal-hal lain yang mendukung.

2. Perumusan Masalah
Hasil dari survei awal yang diperoleh pada tahapelsennya, merupakan
input pada tahap ini. Hal yang dilakukan pada paima adalah melakukan
eksplorasi terhadap permasalahan yang ada padaesr@eent di Indonesia,
kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah gkag diangkat pada
penelitian ini. Selain itu juga, pada tahap ineditikan tujuan dari penelitian
serta manfaat yang diharapkan akan diperoleh meladmelitian yang
dilakukan.

3. Pengumpulan Data
Setelah permasalahan yang akan diangkat dalamitmenétlah jelas, maka
tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulanteidtadap hal-hal yang
terkait dengan permasalahan penelitian. Hal-hafyaenjadi fokus dalam

tahap ini, dapat dikelompokkan menjadi dua bagraity:
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= teori-teori yang dapat diadopsi, baik yang berhgiamndengan performa
secara proses, maupun teori-teori yang dapat Kamitengan area dari
indikator di PeGil

= faktor unik dari e-Government di Indonesia, yaiang diperoleh dengan
melakukan studi literatur terhadap dokumen, literaataupun yang
lainnya yang dapat menggambarkan faktor unik da@oeernment di
Indonesia.  Selain itu, penulis juga melalukan waeaa terhadap

narasumber yang merupakan kontributor pembuatah PeG

Tabel 3.1 Draft Pertanyaan yang Diajukan Dalam Wawancara
Pertanyaan Output yang Diharapkan

Mengapa Depkominfo membuat sendiRaktor-faktor unik dari e}
framework maturity untuk Indonesia danGovernment di Indonesia
tidak mengadopsi daframeworkyang telah
ada?

Dalam pembuataframeworkmaturity (baca:| Dokumen atau referensi yang
PeGl), apa sajakah yang menjadi input? | dapat dijadikan acuan untuk

menilai kharakteristik (keunikar

N—r

e-Government di Indonesia

Apakah menurut Anda, PeGl ini sudah cukiasukan  untuk  penelitia

=

lengkap untuk dapat menjadi acyadidasarkan atas kekurangan dari
pengembangan e-Government di Indonesia@Gl

Kalau belum, apa yang dirasa kurang dan

direncakan untuk dilakukan pengembanga‘n?

4. Analisis
Pada tahapan ini yang menjadi input adalah berbagaam teori yang dapat
diadopsi dan faktor-faktor unik dari e-Governmemtlmtionesia. Analisis

dilakukan oleh penulis dengan tetap berangkatPe@l, terutama indikator-
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indikator-nya. Pada tahap analisis ini, penulisgndentifikasi proses-proses
yang dimungkinkan terjadi dengan indikator yang ddReGl sebagai input,
serta indikator keberhasilan dari proses tersebuDalam melakukan
identifikasi, penulis berlandaskan kepada teonitgang terkait dan faktor-
faktor unik dari e-Government di Indonesia, yangqwylis peroleh ditahap
sebelumnya. Selama proses analisis, dapat dimikagki penulis
memperoleh kendala melakukan identifikasi karenaamkgnya data dan
informasi yang penulis miliki. Oleh karena itu,dpatahapan analisis ini,
dapat dimungkinkan penelitian kembali kepada talkapelumnya, yaitu
pengumpulan data.

5. Perancangan
Pada tahapan ini akan dilakukan pemodelan dengamggueakan input
berupa hasil analisis terhaddmmework yang telah ada, yaitu indikator
performa dari proses e-Government di Indonesia.tp@uyang dihasilkan
pada tahapan ini merupakan hal yang sama dengaaotaathu tujuan yang
diharapkan dari penelitian ini,

6. KonfirmasiExpert
Setelah output yang diharapkan menjadi bentuk y#ob, maka dilakukan
konfirmasi terhadapxpert,yaitu mengenai:
= Ketepatan dan kelengkapan indikator yang digunaledeimframework
= Ketepatarframeworkuntuk digunakan di Indonesia
Apabila hasil konfirmasi dariexpert menunjukkan hasil yang kurang
memuaskan, maka akan dilakukan perancangan ulamgad mengadopsi

masukan yang diberikan oledxpert. Perancangan akan dihentikan, setelah
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expert menyatakan setuju terhadap output perancangan.dapatrexpert
dalam penelitian ini sangat penting, dikarenakamargy tujuan dari tahap ini
adalah untuk memastikan reliabilitas dari outpurtgydihasilkan.
7. Kesimpulan & Saran

Pada tahapan terakhir ini, akan disimpulkan hasiti gpenelitian yang
dilakukan. Selain itu juga, akan dinyatakan kekgem dan saran dari
penelitian. Tujuan dari menyatakan kekurangansdaan terhadap penelitian
yang dilakukan adalah agar dapat menjadi masuké&uk ypenelitian sejenis

yang dilakukan selanjutnya.
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BAB IV
ANALISIS

Analisis ini ditujukan untuk mendapatkan indikatoroses dari setiap
dimensi, yaitu dengan mengidentifikasinya dari katior input yang ada.
Identifikasi dilakukan dengan cara melihat ketedaidari indikator-indikator
yang ada dalam sebuah dimensi, serta kontribusg yaiea diberikan dari
indikator-indikator input tersebut terhadap progasg mungkin dapat terjadi.
Setelah mendapatkan proses yang mungkin terjaldinjsgya barulah penulis
melakukan identifikasi terhadap indikator keberlaasyang mungkin terjadi dari
proses-proses tersebut. Berikut ini merupakanisamatari setiap dimensi di

PeGl.

4.1 Dimens Kebijakan

Pada dimensi Kebijakan, penulis mengkategorikan jadérdua bagian,
yaitu terdiri dari visi misi TIK, strategi perencaan, skala prioritas implementasi,

anggaran dan audit serta peraturan dan ketetapemsi.

4.1.1 Vis Mis TIK, Strategi Perencanaan, Skala Prioritas | mplementasi,
Anggaran dan Audit
Kelima indikator ini penulis jadikan dalam satu gehasan, karena proses
yang dipicu oleh indikator-indikator ini saling Baitan. Baik visi misi dan
strategi perencanaan (bagian dari manajemen sSti&g) serta skala prioritas

implementasi (bagian dari strategi IS), merupakatput dari proses perencanaan
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strategi IS/IT. Sedangkan anggaran sendiri yabgadisatu tahun sekali, menurut
Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional, akan dipeumgeoleh skala prioritas
dalam implementasi. Oleh karena itu, keempatnyaushaaling selaras dan
tentunya juga sesuai dengan tujuan instansi. $&danaudit sendiri merupakan
hal yang tak dapat dilepaskan dari keempat indikiimnya, terutama untuk
mewujudkan transparansi, yang merupakan salatliigaain dari e-Government.

Dalam analisis ini, dikarenakan visi misi TIK, $&@i perencanaan, skala
prioritas implementasi dan anggaran, maupun audrtpakan suatu input, maka
dalam analisis ini, penulis tidak akan mengidekdisi terkait proses sebelum
input itu terjadi. Oleh karena itu proses yangatgiradalah setelah adanya input,
yaitu melakukan sosialisasi, melakukaaview dan lain-lain yang dapat dilihat
pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Prosesdan indikator dari input visi mis TIK, strategi perencanaan dan skala
prioritasimplementas

Proses Indikator

= Melakukan review dan updatel = Tingkat pengenalan pegawai
terhadap strategi perencanaan gdan dengan visi misi

skala prioritas yang dibuat, dimapa Tingkat alignmentantara visi

dalam proses ini perlu melihat misi, strategi perencanaan,

alignment yang ada dengan visi

, Skala prioritas, serta anggaran.
misi dan tujuan dari Pemerintar Tingkat kesesuaiap
Daerah secara umum. implementasi dengan

= Melakukan review dan update perencanaan
terhadap skala prioritas yang dibuat Tingkat ketepatan  dalam
berdasarkan faktor level angganan pemilihan skala prioritas
yang dibutuhkan, kompleksitae Tingkat efesiensi  dalam
sistem, dan besar usaha yang penggunaan sumber-sumber

diperlukan pendanaan
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Tabel 4. 1 Prosesdan indikator dari input visi mis TIK, strategi perencanaan dan skala

prioritasimplementasi
Proses Indikator

» Pemimipin melakukan sosialisgst Tingkat kesesuaian realisasi
terhadap visi dan misi penyerapan anggaran TIK

= Menurunkan strategi penerapan dengan realisasi pekerjaan
menjadi perencanaan aksi-aksi yang direncanakan.

= Mengimplementasikan strategi dam Tingkat kesesuaian antara
perencanaan yang dibuat. audit yang dilakukan dengan

= Melakukan review dan evaluasi yang direncanakan (sistem
terhadap anggaran yang dibuat, dari audit itu sendiri)
apakah telah sesuai dengan prioritas

= Melakukan pembelanjaan sesuai
dengan anggaran yang telah dibuat.

= Melakukan review dan perbaikan
terhadap audit yang dilaksanakan,
beserta sistem yang digunakan

dalam melakukan audit.

4.1.2 Peraturan dan Ketetapan | nstansi

Indikator peraturan dan ketetapan instansi, dalaafisas ini penulis jadikan
dalam satu pembahasan, dikarenakan penulis mekggiuanya terdapat
kemiripan, yaitu keduanya sama-sama menjadi batdaanproses-proses lain
yang terkait dengan e-Government. Selain itu, [ilemenilai proses-proses yang
terjadi dikarenakan kedua input ini juga sama (tajihat pada tabel 4.2 di
bawah ini). Keduanya, baik peraturan maupun keéetanstansi perlu dilakukan
review danupdateterkait dengan kesesuaiannya untuk diterapkanahekgndisi

saat ini. Selain itu, seperti yang disebutkaramhatabel 2.3, bahwa pemimpin
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tidak hanya membuat nilai-nilai, namun juga peritulk mengkomunikasikannya

kepada pegawai yang ada di bawahnya.

Tabel 4. 2 Prosesdan indikator dari input peraturan dan ketetapan instansi
Proses Indikator

= Melakukan review dan update| = Tingkat pengenalan pegawai
terhadap peraturan dan ketetapan terhadap peraturan dan ketetapan
instansi  berdasarkan  kondisi instansi
kekinian = Tingkat kedisiplinan dalam

*  Pemimipin melakukan sosialisas] melaksanakan peraturan dan

» Pemimpin melakukan kontrol ketetapan instansi
terhadap pelaksanan peraturan gdan

ketetapan instansi yang ada.

4.2 Dimens Kelembagaan

Dalam dimensi Kelembagaan ini, penulis membagi atngua bagian,
yaitu Tupoksi dan SOP, SDM dan pengembangan SDMedai®jan untuk
keberadaan organisasi, penulis menilai sebenarmgae® yang terkait telah
menjadi satu kesatuan dalam pembahasan keseluruktah.ini dikarenakan,
penulis menilai keberadaan organisasi (unit) yammgelola TIK sendiri, akan
memberikan perbedaan dari segi kepemimpinan dagepsaan TIK secara
terpusat. Sedangkan keduanya, akan memberikareqsab (dengan tanpa

organisasi) lebih berupa kebijakan yang diambitaspengelolaan TIK sendiri.
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421 Tupoks dan SOP

Indikator tupoksi dan SOP dikategorikan dalam sgtembahasan,
dikarenakan penulis menilai keduanya merupakan ymnditau arahan yang
diperlukan bagi pegawai dalam melaksanaan pekeyjaag ada. Proses-proses
yang dihadirkan dari kedua indikator ini adalahuper melakukan sosialisasi,
evaluasi dan lain-lain yang terdapat dalam tab@&|, 4limana proses-proses

tersebut lebih banyak terkait dengan mengkomurkkasiya dengan pegawai.

Tabel 4. 3 Prosesdan indikator dari Tupoksi dan SOP
Proses Indikator

= Melakukan sosialisasi terhadap | = Alignmentdengan visi misi
tupoksi dan SOP dari Pemerintah Daerah

= Melakukan evaluasi dan » Tingkat pengenalan pegawai
penyesuaian terhadap tupoksi darr  Tingkat kesesuaian antara
SOP berdasarkan hasil evaluasi tupoksi dan SOP dengan

= Memberikan pemahaman akan implementasi yang ada
peran penting individu dalam
organisasi

= Memberikan arahan bagi individu
dan tim dalam melakukan

pekerjaan

4.2.2 SDM dan Pengembangan SDM

Dalam melakukan pengembangan SDM, tentunya tidak gernah lepas
dari SDM itu sendiri. Sedangkan SDM sendiri akangat terkait dengan proses
melakukan pengelolaan terhadap SDM sendiri. Obaleria itulah pada bagian

ini, proses yang diidentifikasi oleh penulis adal@nkait dengan bagaimana
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mengelola dan mengembangkan SDM sehingga dapatapentujuan dari
instansi. Berikut ini di tabel 4.4 merupakan psogan indikator yang sebagian

besar diadopsi penulis dari tabel 2.2.

Tabd 4. 4 Prosesdan indikator dari SDM dan Pengembangan SDM
Proses Indikator

= Mengatur dan mengelola = Prosentase peningkatan
pekerjaan daskill untuk performa kerja dari pegawai,
meningkatkan kooperasi, melalui absensi, waktu

empowerment, inovasi dan budaya penyelesaian kerja

organisasi dan untuk memperoleh= Tingkat alignment
agility yang sesuai dengan pengembangarskill dengan
kebutuhan bisnis dan pencapaian target individu, tim dan

action plan organisasi
= Setiap orang mendapatkan = Tingkat kenyamanan dari
permasalahan yang harus pegawai

diselesaikan dan mereka
bertanggungjawab terhadapnya

* Menjamin employee performange
management system dan
kompensasi yang diberikan
mampu mendukung kinerja
dengan performa tinggi dan
berkontribusi dalam pencapaian
action plan serta memiliki fokug
terhadap masyarakat

= Melakukan identifikasi
karakteristik darskill yang
dibutuhkan oleh pegawai potensial

= Membuat perencanaan dalam

suksesi kepemimpinan dan posis

pengelolaan
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Tabel 4. 4 Prosesdan indikator dari SDM dan Pengembangan SDM
Proses Indikator

Melakukan pendidikan dan
pelatihan yang mampu
meningkatkan pengetahuakill,
dan kemampuan dari pegawai,
serta berkontribusi pada
pencapaian tujuan dan peningka
performa

Menjamin dan mengembangkan
tempat kerja yang sehat, aman,
ergonomis dengan melibatkan
pegawai

Menentukan faktor kunci yang
mempengaruhi kenyamanan dan
motivasi dari pegawai di setiap
segment

Memberikan pelayanabgnefif
danpolicy terhadap pegawai
sesuai dengan kategori, tuntutan
kerja, dan jenisnya
Melakukanassessmerterhadap
kenyamanan dan motivasi
pegawai, serta menggunakannys
sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan

Memberikan kesempatan bagai
setiap pegawai dalam organisasi
melakukan identifikasi hal yang
menghambat performanya

tan
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Tabd 4. 4 Prosesdan indikator dari SDM dan Pengembangan SDM
Proses Indikator

= Memberikan kesempatan bagai
setiap pegawai dalam organisasi
mencari peluang untuk
meningkatkan kemampuan,
pengetahuan daskill yang
mereka punya

= Setiap orang bebas untuk men-
sharepengetahuan dan
pengalamannya

= Memberikan kesempatan bagi
setiap pegawai untuk terbuka
dalam mendiskusikan masalah dan
isunya

= Merencanakan, mengelola dan
mengembangkan sumber daya
sesuai dengan strategi dan
perencanaan yang dibuat

= Menyelaraskan antara target

individu, tim dan organisasi

4.3 Dimensi Infrastruktur

Pada dimensi ini, penulis mengkategorikan dimensi menjadi empat
kategori, yaitu terdiri dari Keamanabjsaster Recoverylnventaris Peralatan
TIK, dan Pemeliharaan TIK. Pemeliharaan TIK mekama gabungan dari
indikator Pemeliharaan TIK itu sendiri, indikatarihgan Data, indikatoData

center dan indikator Fasilitas Pendukung.
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4.3.1 Keamanan

Dikarenakan indikator dari PeGl adalah adanya mekan keamanan
informasi maupun infrastruktur, maka proses yangdediifikasi oleh penulis
adalah proses setelahnya. Proses yang mungkiahasha@laksanakan mekanisme
keamanan yang telah dibuat dan melakukan evaleakiadap mekanisme

tersebut.

Tabel 4.5 Prosesdan indikator dari Keamanan

Proses Indikator
Melaksanakan mekanisme Prosentase jumlah pengguna yang
keamanan yang telah dibuat, mengetahui adanya kebijakan
yaitu yang ideal-nya berupa: keamanan serta mengetahui

0 Mensosialisasikan kepada urgensinya

pengguna dan melaksanakan Tingkat disiplin dari penggung
kebijakan keamanan dalam  mematuhi  kebijakan
Memasang firewall keamanan

Menerapkarauthentication | = Tingkat disiplin dari pengelola

Menggunakan enkripsi data dalam  mematuhi  kebijakan

o O o o

Melakukan patching dan keamanan
change management = Prosentase peningkatan dari
o Mendeteksi penyusupan dan ketiga indikator lainnya setelgh
monitoring jaringan evaluasi dan implementasinya
= Melakukan evaluasi terhadap dilakukan
mekanisme keamanan yang
sudah ada dan evaluasi terhadap
implementasinya, serta
melakukan pengembangan

berdasarkan hasil evaluasi
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4.3.2 Disaster Recovery

Dikarenakan PeGl mendefinisikan indikatdisaster recoverysebagai
sebuah dokumentasi atau keberadamaster Recovery PlafDRP), maka dalam
hal ini, proses yang mungkin dilakukan adalah métak pelatihan ataupun uiji

coba serta melakukan reevaluasi terhadap perenctgaag dibuat.

Tabel 4. 6 Prosesdan indikator dari Disaster Recovery

Proses | I ndikator

Reevaluasi rencana penanggulanga Prosentase tingkat
bencanaTl, dan melakukan pemahaman peran individu
pengembangan berupa: dalam skenario DRP untuk
0 Analisis ulang dampak gangguan  menangani bencana
yang mungkin terjadi terhadap | = Tingkat kedisiplinan dalam
bisnis. melaksanakan mekanisme
0 Pengembangan ulang strategi mitigasi
pemulihan layanan dan
mekanisme mitigasi.
0 Penyusunan ulang prosedur
penanggulangan bencanaTl.
= Ujicoba, pelatihan, dan latihan
prosedur penanggulangan bencana|TI
= Melakukan tindakan mitigasi sesuai

dengan yang tercantum dalam DRP}

4.3.3 Pemeliharaan TIK

Dalam PeGl, indikator pemeliharaan TIK dinilai dateberadaannya.
Namun pada analisis ini, Pemeliharaan TIK termasula bertanggung jawab

terhadap performa dari jaringan dadata centerdan fasilitas pendukung lainnya.
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan indikator dasii groses, penulis menilai
perlu untuk mendeskripsikan ulang, apa saja yamgasuk dalam pemeliharaan
TIK. Selain itu, dikarenakan pemeliharaan TIK mkinguntuk dilakukan oleh
pihak ketiga ¢utsourcg, maka pengidentifikasian proses, penulis bedakdank
pemeliharaan yang dilakukan secara seniiousé yaitu di tabel 4.7 atau yang
dilakukanoutsourceyaitu di tabel 4.8Untuk proses penentuan apakah melakukan
pemeliharaan secarmhouse atau outsource, penulis menilai indikator yang

digunakan, sudah tercantum dalam tabel 4.7 dadida8vah ini.

Tabel 4. 7 Prosesdan indikator dari dari pemeliharaan TIK (inhouse

Proses Indikator

Melakukan pemeliharaan Tingkat penurunan jumlah

softwareaplikasi permasalahan yang terjadi di

= Melakukan pengelolaan terhadap softwareaplikasi

data = Tingkat penurunan jumlah

= Melakukan dokumentasi permasalahan yang terjadi karena
terhadappatchingyang besar aspek kapasitas infrastruktur
yang dilakukan di aplikasi teknologi

= Melakukan penilaian = Tingkat penurunan jumlah
pertumbuhan kapasitas dan permasalahan yang terjadi karena
membandingkannya dengan aspek keutuhanrtegrity),
estimasi pertumbuhan kerahasiaanconfidentiality, dan

» Menjaga keberlangsungan sistem ketersediaanafailability) data

» Likuidasi sumber daya » Tingkat penurunan jumlah
infrastruktur teknologi untuk sumber daya infrastruktur
kategorisunset technologiés teknologi di fasesunsetyang

masih belum dilikuidasi.

4 Berdasarkan Panduan Umum Tata Kelola Teknologrinési dan Komunikasi Nasional,
didefinisikan sebagai "infrastruktur teknologi yasigdah masuk tahggase-outexpired dan
sudah tidak dapat lagi digunakan oleh organisgak seaktu ditetapkan”
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Tabel 4. 7 Prosesdan indikator dari dari pemeiharaan TIK (inhouse)
Proses Indikator
= Melakukan evaluasi terhadap | = Penurunan jumlah kegagalan
proses pemeliharaan yang restoredata kritikal
berlangsung selama ini = Prosentase tingkat penurunan dari
ketiga indikator lainnya setelah
evaluasi dan implementasinya

dilakukan

Tabel 4. 8 Prosesdan indikator dari pemeliharaan TIK (outsource)
Proses Indikator

» Mengidentifikasi dan menyeleksi » Tingkat kesesuaian antara

outsoucer pelayanan yang diberikan

= Memberikan informasi dan rencana dengan SLA yang disepakdt
kedepan dari organisasi diawal kontrak.

= Mengetahui pengembangan dan
pencapaian yang dilakukan oleh
outsourcer

=  Melakukan audit terhadap laporan dari

outsourcer

434 InventarisPeralatan TIK

Dalam PeGl, indikator peralatan TIK dikaitkan demg&eberadaan
dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan dalangkeannventaris peralatan
TIK. Untuk mendapatkan indikator proses yang dip&an, penulis melakukan
identifikasi terhadap proses yang terjadi setelalentaris dilakukan. Proses
tersebut yaitu terkait dengan menjaga validitasudoén dengan cara melakukan

updateterhadap perubahan, dan juga terkait dengan medakpgmanfaatan data
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hasil inventaris. Selain itu, proses tersebut jigglkait dengan dengan melakukan

evaluasi dan pengembangan dari hasil evaluasi gdag

Tabel 4. 9 Prosesdan indikator dari Inventaris Peralatan TIK

Proses
Melakukan update terhadap
dokumen
Memilih, da

menggunakan data secara te

menganalisis

untuk mendukung operasion
dan pengambilan keputusan
Melakukan evaluasi dan
pengembangan berdasarkan

hasil evaluasi yang adaxd

n

al

Indikator
Tingkat kelengkapan data

Tingkat kemampuan data untuk

diolah/dimanfaatkan

indikator lainnya setelah evaluasi

dan implementasinya dilakukan

pat Prosentase peningkatan dari kedua

4.4

Dimensi Aplikasi

Pada dimensi Aplikasi, penulis mengkategorikan kattir PeGl menjadi

empat bagian, yaitu terdiri dari Situs Web, aplikésont Office, aplikasi Back

Office dan Inventaris Aplikasi TIK.Aplikasi Front Officemerupakan kumpulan

dari aplikasi-aplikasi G2C dan G2B (aplikasi furysl 1, 3 dan 4). Selain itu,

pada aplikasi Front Office penulis memasukkan pula indikator Manual.

Sedangkan aplikaBack Officemerupakan kumpulan dari aplikasi-aplikasi G2G

(aplikasi fungsional 2, 5 dan 6). Pengelompokkalikasi ini didasarkan karena

penulis menilai tidak perlu melihat proses dari mgsnasing aplikasi secara

mendetail, melainkan cukup garis besarnya sajajinggh dapat diperoleh

indikator yang dapat mewakili.
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441 SitusWeb

Pada indikator ini, penulis memandangnya secaraigekUntuk proses-
proses yang dimungkinkan dengan adanya situs wepenulis memandangnya
untuk tidak perlu diidentifikasi lagi.

Tabel 4. 10 Prosesdan indikator dari situsweb

Proses Indikator

= Tingkat reliability dari situs web
(prosentaséowntime

= Tingkat kelambatan dalam men-
download(download delay

= Tingkat kecepatan memenukquest
dari penggunarésponse time

= Tingkat kemudahan dalam melakukan
navigasi

= Tingkat kebenaran (keapikan) dalam
menyajikan informasi

= Prosentase jumlaink yang rusak

= Tingkat kenyamanan dalam

mendapatkan layanan

4.42 Aplikas Front Office (G2C dan G2B)

Dikarenakan merupakan kumpulan dari berbagai jeapéikasi yang
mempunyai berbagai fungsi, maka pada bagian imulge mengidentifikasikan
proses yang umum. Walaupun tujuan dan fungsi alaikasi berbeda, namun
pada dasarnya semua aplikésint office memiliki tujuan dan fungsi akar yang
sama, yaitu memberikan pelayanan. Namun demikip@mulis berpendapat

bahwa tetap perlu mengakomodir perbedaan tujuarfuteysi dari aplikasi yang
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ada, sehingga indikator yang ada dapat menyengihpsrbedaan tujuan dan

fungsi tersebut.

Indikator keberhasilan yang penulis cantumkan gatal 4.11 merupakan

indikator yang sebagian besar berasal dari Pandoaum Tata Kelola Teknologi

Informasi dan Komunikasi

diidentifikasi.

Nasional,

disesuaikan dengproses yang

Tabel 4. 11 Prosesdan indikator dari Aplikasi Front Office

sesuali dengan
fungsi dari aplikasi

= Melakukan update terhadap =
informasi yang disajikan

= Melakukan update terhadap =
manual atau petunjuk aplikasi,
jlka ada  pengembangan

yang

bentuk dan fungsi aplikasi

aplikasi mengubah=
» Melakukan evaluasi terhadap

kesesuaian aplikasi dengan
kebutuhan masyarakat dam
bisnis, serta melakukan
pengembangan

hasil evaluasi

berdasarkan

Indikator
Tingkat  kecepatan

pemrosesan (waktu proses)

melakukd

AN

Tingkat kecepatan memberikan
layanan (waktu layan)
Tingkat kecepatan memberikan

tanggapan (waktu tanggap)
Tingkat  kelengkapan,
transparansi dan
informasi

Tingkat kesalahan pengguna baru
dalam menggunakan aplikasi
Tingkat kemudahan prosedur d
tata cara

Prosentase biaya yang diminimalis
dengan adanya aplikasi

Adanya peningkatan performa dari

ketujuh indikator lainnya di atas

akurasi

keterkinian

an

ir

4.43 Aplikas Back Office (G2G)

Sama halnya dengan aplikaBack Office, dikarenakan merupakan

kumpulan dari berbagai jenis aplikasi yang mempuipgabagai fungsi, maka
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pada bagian ini, penulis mengidentifikasikan progasg umum. Proses dan
indikator yang ada, tentunya akan sesuai dengaariymum pengadaan aplikasi
Back Office,yaitu untuk meningkatkan performa dari proses bisnternal.

Namun demikian, penulis tetap merasa perlu untukgalomodir tujuan dan

fungsi khusus dari tiap aplikasi.

Tabel 4. 12 Prosesdan indikator dari Aplikasi Back Office
Proses Indikator

= Melakukan proses bisnis internad Tingkat kecepatan melakukan
dalam pemerintahan sesuai dengan pemrosesan.(waktu proses)
tujuan dan fungsi aplikasi = Tingkat kelengkapan,akurasidan
= Melakukan update terhadap keterkinian informasi
informasi yang disajikan = Tingkat kesalahan pengguna
= Melakukan update terhadap baru dalam menggunakan
manual atau petunjuk aplikasi, jika aplikasi
ada pengembangan aplikasi yamg Tingkat kemudahan prosedur
mengubah bentuk dan fungsi dan tata cara
aplikasi * Prosentase biaya yang
= Melakukan evaluasi terhadap diminimalisir dengan adanya
kesesuaian aplikasi dengan aplikasi
kebutuhan bisnis internal, serta Adanya peningkatan performa
melakukan pengembangan dari kelima indikator di atas

berdasarkan hasil evaluasi

4.44 InventarisAplikas TIK

Dalam PeGl, indikator Inventaris Aplikasi TIK diklkan dengan
pelaksanaan dan keberadaan dokumentasinya. Uné&ridapatkan indikator
proses yang diharapkan, penulis melakukan ideasfikerhadap proses yang

terjadi setelah inventaris dilakukan. Proses tersgaitu terkait dengan menjaga
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validitas dokumen dengan cara melakukgalateterhadap perubahan, dan juga
terkait dengan melakukan pemanfaatan data haghtavis. Selain itu, proses
tersebut juga terkait dengan dengan melakukan asiatlan pengembangan dari

hasil evaluasi yang ada.

Tabel 4. 13 Proses dan Indikator dari Inventaris Aplikas TIK
Proses Indikator

» Melakukan update terhadap = Tingkat kelengkapan data
dokumen = Tingkat kemampuan data untuk
= Memilih, menganalisis dan diolah/dimanfaatkan
menggunakan data secara ter'at Prosentase performa peningkatan
untuk mendukung operasioqal dari kedua indikator lainnya setelah
dan pengambilan keputusan evaluasi dan implementasinya
= Melakukan evaluasi dan dilakukan
pengembangan berdasarkan

hasil evaluasi yang ada

45 Dimens Perencanaan

Pada dimensi ini, penulis mengkategorikan indikatang ada di PeGl
hanya menjadi satu bagian. Hal ini dikarenakarufpemenilai indikatoMaster
plan, Sistem Perencanaan dan Dokumen (dalam hal idafadarkait sebagai
Action Plan yang merupakan turunan d&taster planjakan memicu proses yang
saling terkait. Proses yang diidentifikasi olemylés dalam bagian ini adalah
mengenai pelaksanaan dari sistem perencanaan yknglam perencanaan itu
sendiri (baikMaster planmaupunAction Plan). Proses yang diidentifikasi terkait

pula dengan proses evaluasi dari pelaksanaan si@msperencanaan yang ada.
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Selain itu terkait pula dengan proses pemubuatatensi perencanaan dan

perencanaan, dimana merupakan proses turunan ddakukan evaluasi dan

update
Tabel 4. 14 Prosesdan indikator dari Perencanaan
Proses I ndikator
= Fungsi pembuat perencanaan TI, = Tingkatalignmentantara

melaksanakan sistem perencanaan yang tujuan, visi, misi organisasi

dibuat, yaitu yang idealnya berupa: dan IT dengamaster plan
0o Mengumpulkan informasi terkait yang ada
kebutuhan saat ini dan mendatang = Tingkatalignmentantara
dari stakeholders master plandengaraction
o Mengembangkan, mengevaluasi dPn planyang dibuat

melakukarupdateterhadap strategi| = Tingkat kedisiplinan dalam

dan perencanaan yang dibuat melaksanakaaction plan
o0 Membanguraction planuntuk » Tingkat efektifitas dari

mencapai tujuan strategis dengan sistem perencanaan yang

tetap memperhatikaaligment dan dibuat

semuastakeholder » Prosentase peningkatan
0 Melakukan pengukuran terhadap performa dari keempat

performa yang ada dari indikator di atas

implementasaction plan
sebelumnya
= Semua elemen terkait, melaksanakan
sistem perencanaan yang dibuat, yaitu
pada bagian:

0 Melakukan implementasi terhadap
perencanaan yang telah dibuat, baik
master plammaupuraction plan
(tactical plan
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Tabel 4. 14 Proses dan indikator dari Perencanaan
Proses Indikator
= Melakukanupdateterhadap dokumen,
untuk setiap perubahan yang terjadi.
= Melakukan evaluasi terhadap sistem
perencanaan dan implementasinya, dan
melakukan pengembangan berdasarkan

hasil evaluasi tersebut.

89
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BAB V
PERANCANGAN PROCESS MATURITY FRAMEWORK

Dalam melakukan perancangan, hal yang dilakukah plkenulis adalah
melakukan redefinisi terhadap tingkat perkembangeng telah ditetapkan oleh
pemerintah. Selanjutnya hal yang dilakukan olehupe adalah melakukan
pemetaan indikator proses yang ada terhadap tingk&embangan yang telah
dilakukan redefinisi. Namun, sebelumnya penulisneméukan prioritas dari

indikator yang ada.

5.1 Redefinisi Tingkat Maturity e-Government di Indonesia

Berdasarkan inpres no 3 tahun 2003, disebutkangaelstrategi keenam
dari pengembangan e-Government di Indonesia adamablaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan seadiptik dan terukur.
Bentuk realisasi dari strategi itu adalah, memlingkatan dari perkembangan e-
Government yang ada di Indonesia. Baik dalam spee 3 tahun 2003, maupun
dalam dokumen Pedoman Standar Mutu, Jangkauan dpalay dan
Pengembangan Aplikasi e-Government, disebutkan @daadda empat tingkat
perkembangan e-Government di Indonesia, yaitu:

» Tingkat 1 — Persiapan, yaitu kondisi dimana instgmsmerintah sudah
memiliki situs web sendiri dan juga sudah memgikmber daya lainnya yang
mendukung. Fokus dalam dalam tahapan ini adalahb®ekan informasi

kepada publik
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= Tingkat 2 — Pematangan, yaitu kondisi dimana irst@emerintah dituntut
untuk telah mempersiapkan diri secara organisasi siatem. Hal ini
dikarenakan fokus dalam tahapan ini adalah memdrerpelayanan publik
yang interaktif.

» Tingkat 3 — Pemantapan, yaitu kondisi dimana irst@emerintah dituntut
untuk telah mempersiapkan diri secara matang dpkmgembangan aplikasi.
Hal ini dikarenakan fokus dalam tahapan ini adat@mberikan pelayanan
yang terkait proses, sistem, prosedur, dan atuthmingstrasi yang lebih
kompleks dari tahap sebelumnya.

» Tingkat 4 — Pemanfaatan, yaitu kondisi dimana mstpemerintah dituntut
untuk telah mempersiapkan diri dengan aplikasi y&arintegrasi baik di
dalam instansi pemerintah tersebut, maupun dengatansi pemerintah
lainnya.

Empat tingkat perkembangan e-Government di Indangsisebut, apabila
dipetakan dengan dimensi yang ada di PeGl, makanaefya hanyalah
menyentuh sisi dimensi Aplikasi dari PeGl. Oleleke itu, sebelum melakukan
perancangan terhadaprocess maturity frameworluntuk e-Government di
Indonesia, penulis merasa perlu untuk melakukarefiedi terhadap empat

tingkat perkembangan tersebut.
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Persiapan Pemantapan Pematangan Pemanfaatan

Tidak Ada Tidak ada ';”";999 Pe'g';?ﬂ:,laa" Manfaat
Input Proses . um_ . - Maksimal
Teroganisir Optimal

Gambar 5. 1 Pemodelan tingkat perkembangan e-Government (diadopsi dari COBIT)

Dalam melakukan redefinisi, penulis memperhatikandapat bapak Yudho

Giri S. (dalam wawancara) bahwa tingkat perkembangag dibuat perlu untuk

menghargai usaha yang dilakukan instansi pemerint&ehinggaframework

maturity yang dibuat tidak menjatuhkan semangat, bahkaarajikan dapat
memberikan semangat bagi instansi pemerintah ustuk melakukan perbaikan.

Sebagai bentuk realisasi tersebut, dalam redefmigienulis merasa perlu untuk

memulai dari tingkat 0, yaitu kondisi dimana tidatanya input yang menjadi

pemicu terjadinya proses. Untuk tingkatan perkemgha e-Government sendiri,
penulis melakukan redefinisi (secara umum) selagyakut:

» Tingkat 1 — Persiapan, yaitu kondisi dimana instgmsmerintah sudah
memiliki input yang diperlukan namun tidak ada gogang dilakukan untuk
meningkatkan performa.

» Tingkat 2 — Pemantapan, yaitu kondisi dimana irstgemerintah sudah
melakukan proses untuk meningkatkan performa, nampelaksanaannya

belum teorganisir dengan baik.

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



93

» Tingkat 3 — Pematangan, yaitu tahapan dimana isisfg@merintah sudah
melakukan proses secara terorganisir untuk menikgkaperforma, namun
pelaksanaannya masih belum teroptimalisasi selsaila

= Tahap 4 — Pemanfaatan, yaitu tahapan dimana insp@nserintah sudah
melakukan proses secara terorganisir untuk menikgkaperforma dan
dengan pelaksanaan yang optimal, sehingga proses \dilakukan

memberikan manfaat yang maksimal bagi instansi.

5.2 Dimens Kebijakan

Pada dimensi ini, sesuai dengan input dari bab igieal penulis
mengkategorikan menjadi dua pemetaan, yaitu teph&ilsi Misi TIK, Strategi
Perencanaan TIK, Skala Prioritas Implementasi, Arggy dan Audit, serta

terhadap Peraturan dan Ketetapan Instansi.

521 Vis Mis TIK, Strategi Perencanaan TIK, Skala Prioritas
I mplementasi, Anggaran dan Audit
Dalam melakukan perancangan ini, hal yang sanggiebgaruh adalah

prioritas dari indikator yang ada, dimana untukidagni, penulis gambarkan
dalam tabel 5.1. Prioritas tertinggi penulis bankpada tingkat pengenalan
pegawai terhadap visi dan misi yang ada. Penernigpenulis dasarkan karena
visi dan misi merupakan panduan utama, dan ses@atg memberikan warna
bagi setiap langkah dari organisasi. Oleh karénapgenulis menilai, hal ini

sebagai hal yang utama. Untuk prioritas keduaul berikan pada indikator-
indikator yang penulis nilai penting dan akan berdak cukup signifikan bagi

organisasi, serta tentunya merupakan sesuatu haj gadah wajar untuk
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diimplementasikan pada instansi pemerintahan doriedia (khususnya Pemda).
Sedangkan untuk prioritas tiga, penulis berikamkimdikator yang belum marak
implementasinya di Indonesia (penting untuk ditkeap namun masih sulit

diimplementasikan) atau memang secara umum sulikunencapainya.

Tabel 5. 1 Skalaprioritasterhadap indikator hasil analisis Vis Mis TIK, Strategi

Perencanaan TIK, Skala Prioritas | mplementasi, Anggaran dan Audit
Indikator Proses Prioritas

» Tingkat pengenalan pegawai dengan visi misi 1

» Tingkat alignmentantara visi misi, strategi perencanaan, 3

skala prioritas, serta anggaran.

= Tingkat kesesuaian antara implementasi dengan 2
perencanaan

» Tingkat ketepatan dalam pemilihan skala prioritas 2

= Tingkat efesiensi dalam penggunaan sumber-sumber 3

pendanaan

= Tingkat kesesuaian realisasi penyerapan anggar&n| TI 2

dengan realisasi pekerjaan yang direncanakan.

= Tingkat kesesuaian antara audit yang dilakukan aeng 2

yang direncanakan (sistem dari audit itu sendiri)

Berdasarkan prioritas yang dibuat pada tabel 5.denulis kemudian
melakukan pemetaan terhadap tingkat perkembangasil dari pemetaan dapat

dilihat pada tabel 5.2 .
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Tabel 5. 2 Pemetaan pentahapan maturity terhadap Visi Misi I T, Strategi Perencanaan ,

Skala Prioritas | mplementasi, Anggar an dan Audit

Persiapan

Telah ada visi misi TIK, namun belum dilakukan stisasi
(atau sosialisasi belum efektif), dan belum addatnlanjut

penerapannya

Pemantapan

Sosialisasi sudah dilakukan terhadap visi misi TIK.

Begitupula dengan skala prioritas dan anggaran \aaey
masih belum ada kesesuaian. Audit telah dilakukamum

masih belum berjalan secamd hoc. Kesesuaian antara

realisasi penyerapan anggaran TIK dengan realishsrjaan
yang direncanakan masih belum tepat. Skala p®yang

dipilih juga masih kurang tepat.

Pematangan

Mayoritas visi misi TIK, strategi perencanaan ddla
prioritas implementasi sudah diketahui orang yaesyai, darn

sudah dilaksanakan secara terorganisir. Selaisuidah tidak

diketemukan lagi gap antara perencanaan dengan

implementasi di lapangan. Antara visi misi TIK, aségi

perencanaan, skala prioritas, dan anggaran yangrmadéh

belum alignment Audit telah dilakukan secara teratur dan

terorganisir.

Pemanfaatan

Visi misi TIK, strategi perencanaan dan skala [agr
implementasi, sudah dipahami oleh setiap orangy(y&nhak)
dan sudah optimal pelaksanaannya, dimana sudaadit
alignment antara ketiganya dan juga dengan anggsag
ada. Instansi saat ini sedang melakukan tahapepdmgngar
secara terus menerus berdasarkan hasil evaluagi gda.

Anggaran sudah mencapai tahapan efesien.

5.2.2 Peraturan dan Ketetapan I nstansi

erj

Pada tahapan ini, penulis mengambil prioritas utadsah terhadap tingkat

pengenalan pegawai terhadap peraturan dan ketetagiansi.
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lakukan karena menilai proses pengenalan sendirupakan hal lebih dahulu

terjadi sebelum proses melaksanakan peraturan.

Tabel 5.3 Skalaprioritasterhadap indikator hasil analisis Peraturan dan K etetapan
Instansi

Indikator Proses Prioritas
» Tingkat pengenalan pegawai terhadap peraturan|dan 1

ketetapan instansi

» Tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan peraturam| d 2

ketetapan instansi

Berdasarkan tabel 5.3, maka dapat dipetakan iratiketng ada ke dalam

empat tingkataturityyang ada. Hasil dari pemetaan dapat dilihat paiokl 5.4.

Tabel 5. 4 Peraturan dan Ketetapan I nstans
Per siapan Sudah ada peraturan dan ketetapan instansi, namum b

dilakukan sosialisasi (atau sosialisasi belum djektan

belum ada tindak lanjut penerapannya

Pemantapan Sosialisasi sudah dilakukan, peraturan dan ketetapsaansi
telah dilaksankan bersama. Namun pelaksanaanngsh ma
belum merata dan belum signifikan, masih banyakader
pelanggaran. Mekanisme kontrol terhadap pelaksameaesih

belum baik

Pematangan Mayoritas pegawai (yang berhak mengetahuinya) telah
mengetahui dan melaksanakannya, serta mekanisnteokpon

telah dilakukan.

Pemanfaatan Telah dilakukan mekanisme keamanan TIK secara ddim
terorganisir dan sudah dapat memberikan manfaag yan
maksimal bagi instansi. Instansi saat ini sedamtpkukan
tahap pengembangan secara terus menerus berdakasdign

evaluasi yang ada.
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5.3 Dimensi Kelembagaan

Sesuai dengan input dari hasil analisis, pada baggancangan, dimensi
Kelembagaan juga dikategorikan menjadi dua, yaitpoksi dan SOP, serta SDM

dan Pengembangan SDM.

5.3.1 Tahap Perkembangan Maturity dari Tupoksi dan SOP

Pada bagian ini, penulis memberikan prioritas peataerhadap tingkat
pengenalan pegawai. Hal ini dikarenakan tingkatgpealan ini memberikan

dampak yang lebih besar kepada organisai, terlengah implementasi yang

dilakukan.
Tabel 5.5 Skala prioritasterhadap indikator hasil analisis Tupoks dan SOP
= Alignmentdengan visi misi dari Pemerintah Daerah 3
= Tingkat pengenalan pegawai 1
= Tingkat kesesuaian antara tupoksi dan SOP dengan 2
implementasi yang ada

Berdasarkan tabel 5.5, maka dapat dipetakan iratike@tng ada ke dalam
empat tingkamaturity yang ada. Hasil dari pemetaan dapat dilihat paioel 5.6

berikut ini.

Tabel 5.6 Tahap perkembangan Maturity dari Tupoksi dan SOP
Persiapan Sudah ada Tupoksi dan SOP yang jelas, namun

implementasinya masih perlu dipertanyakan, sosasiligang

dilakukan-pun masih belum efektif.

Pemantapan Telah dilakukan implementasi berdasarkan Tupoksi $@P
yang ada, namun masih belum terkelola dan terkioséwara
baik.
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Tabel 5.6 Tahap perkembangan Maturity dari Tupoksi dan SOP
Pematangan Telah dilakukan implementasi dari Tupoksi dan SGiAgy

ada, serta telah dilakukan kontrol, namun secal@kganaar
masih kurang optimal karena tingkalignmentyang masih

kurang dengan visi dan misi dari daerah sendiri

Pemanfaatan Telah dilakukan mekanisme pengelolaan dan pengeyaban
SDM secara terorganisir dan sudah dapat memberikan
manfaat yang maksimal bagi instansi. Instansiisaaedang
melakukan tahap pengembangan secara terus menerus

berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

5.3.2 Tahap Perkembangan Maturity dari SDM dan Pengembangan SDM

Pada bagian ini, prioritas diberikan oleh penukpada tingkaalignment
dari pengembangan skill dengan target instansi,dan individu. Pemberian
prioritas ini dilakukan karena penulis menilai bahwsetiap proses yang ada,
harusnya jelas dasarnya, yaitu untuk mencapai rujuestansi. Dengan
menjadikan sebagai prioritas pertama, diharapkaikator lainnya terpenuhi.
Sedangkan prosentase peningkatan performa kergadigrioritas ketiga karena
penulis menilai indikato tersebut juga merupakanbatk dari dua indikator

lainnya.

Tabel 5. 7 Skala prioritasterhadap indikator hasil analisis SDM dan Pengembangan SDM
Indikator Proses Prioritas

» Prosentase peningkatan performa kerja dari pegawai 3

= Tingkat alignment pengembangarskill dengan target 1

individu, tim dan organisasi

= Tingkat kenyamanan dari pegawai 2
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Berdasarkan tabel 5.7, maka dapat dipetakan iratiketng ada ke dalam

empat tingkatmaturity yang ada. Hasil dari pemetaan dapat dilihat paioel 5.8

berikut ini.

Tabel 5. 8 Tahap perkembangan Maturity dari SDM dan Pengembangan SDM

Persiapan

Telah ada mekanisme untuk pengelolaan dan penggaian

SDM, namun baru sebatas dokumentasi, dimana

pengembangan terhadap SDM tidak pernah dilakukearasge
formal.

Pemantapan

Pengelolaan dan pengembangan SDM telah dilakuleanumn

tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Pegdikait

sertakan dalam proses pengembangan, tanpa

mempertimbangkan faktor-faktor jangka panjaatighment
dengan tujuan instansi, keinginan individu, dargeartim).
Selain itu kontrol terhadap SDM sendiri masih kgran

dilakukan.

Pematangan

Pengelolaan dan pengembangan SDM telah dilakukzarage
terorganisir dan sudah juga dilakukan kontrol. Nam
pelaksanaannya masih belum dapat optimal dilihai | si

performa yang ada.

Pemanfaatan

Telah dilakukan mekanisme pengelolaan dan pengeyaban

SDM secara terorganisir dan sudah dapat memberikan

manfaat yang maksimal bagi instansi. Instansiisaaedang

melakukan tahap pengembangan secara terus menerus

berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

5.4 Dimens Infrastruktur

Pada dimensi ini, sesuai dengan input yang dipermédei bab Analisis, pada

bagian ini penulis juga mengkategorikan menjadi dametaan, yaitu terhadap

Situs Web, aplikadront officedanback office.
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5.4.1 Tahap Perkembangan Maturity dari Keamanan TIK

Pada bagian ini, prioritas diberikan oleh penuépdda tingkat pengenalan,
yang merupakan landasan dari pelaksanaan terhaglegnieme keamanaan yang
ada. Selanjutnya prioritas indikator, penulis kaju kepada indikator yang
menilai kedisiplinan dari pengelola, yang dilanank dengan kedisiplinan
pengguna. Kemudian dilanjutkan dengan indikatdeaié dengan organizational

learning, yaitu prosentase peningkatan dari ketigéator lainnya.

Tabel 5.9 Skalaprioritasterhadap indikator hasil analisis Keamanan TIK
Indikator Proses Prioritas
*» Prosentase jumlah pengguna yang mengetahui adanya 1

kebijakan keamanan serta mengetahui urgensinya

= Tingkat disiplin dari pengguna dalam mematuhi ketan 3
keamanan

= Tingkat disiplin dari pengelola dalam mematuhi kean 2
keamanan

= Prosentase peningkatan dari ketiga indikator lanny 4

setelah evaluasi dan implementasinya dilakukan

Berdasarkan tabel 5.9, maka dapat dipetakan iratik@tng ada ke dalam
empat tingkatmaturity yang ada. Hasil dari pemetaan dapat dilihat gatel

5.10.
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Tabel 5. 10 Tahap Perkembangan Maturity dari Keamanan TI1K
Persiapan Telah ada mekanisme keamanan, namun baru sebatas

dokumen dan belum dilakukan sosialisasi (belum t&fel

dimana mekanisme keamanan belum melibatkan pengguna

Pemantapan Mekanisme keamanan yang ada telah dilakukan nanasihm
belum terorganisir dan terkontrol secara baik. idigasi
mengenai keamanan TIK sudah disosialisasikan dkah te
melibatkan pengguna. Baik pengguna maupun pergelol
belum melaksanakan mekanisme keamanan secarardisip

Pematangan Telah dilaksanakan mekanisme keamanan yang adaaseca
rutin dan teorganisir, namun belum dapat memberikan

keoptimalan bagi performa keamanan TIK sendiri.

Pemanfaatan Telah dilakukan mekanisme keamanan TIK secara ddim
terorganisir dan sudah dapat memberikan manfaag yan
maksimal bagi instansi. Instansi saat ini sedampkoukan
tahap pengembangan secara terus menerus berdakasign

evaluasi yang ada.

5.4.2 Tahap Perkembangan Maturity Dalam Disaster Recovery

Pada bagian ini, penulis memberikan prioritas @apapemahaman, karena
pemahaman ini juga akan mempengaruhi indikator skgdian. Oleh karena

itulah penulis, menjadikannya prioritas pertama.

Tabel 5. 11 Skala prioritasterhadap indikator hasil analisis dalam Disaster Recovery

Indikator Proses Prioritas
» Prosentase tingkat pemahaman peran individu dalam 1

skenario DRP untuk menangani bencana

= Tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan mekanisme 2

mitigasi
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Berdasarkan tabel 5.11, maka dapat dipetakan itmlikang ada ke dalam

empat tingkatmaturity yang ada. Hasil dari pemetaan dapat dilihat gatel

5.12 berikut ini.

Tabel 5. 12 Tahap perkembangan maturity dalam Disaster Recovery

Persiapan

Telah ada Disaster Recovery Plan, namun masih h
sebatas dokumen dan belum dipahami oleh inviduvithdli
yang bertanggung jawab terkait dengan DRP

Pemantapan

Setiap individu yang bertanggung jawab terkait @éen®RP
telah memahami peran dan aksi yang perlu dilakufa

ketika terjadi bencana, namun tidak ada tindakamgasi

Pematangan

Setiap individu yang bertanggung jawab terkait éen®RP
telah memahami peran dan aksi yang perlu dilakuka
ketika terjadi bencana, namun tindakan mitigasi ukir
mengurangi resiko bencana, masih belum dilakukaara:

rutin

anya

nt

D

Pemanfaatan

Setiap individu yang bertanggung jawab terkait éen®RP
telah memahami peran dan aksi yang perlu dilakuka
ketika terjadi bencana, dan tindakan mitigasi ur

mengurangi resiko bencana telah dilakukan secéra ru

tuk

543 Tahap Perkembangan Maturity dari Peralatan TIK dan

Pemeliharaannya

Pada bagian ini, yang menjadi prioritas dari penalilalah terkait dengan

signifikansi dari proses yang dinilai oleh indikatersebut dan seberapa besar

efeknya bagi instansi.
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Pemeliharaannya
I ndikator Proses Prioritas

dengan SLA yang disepakati diawal kontrak.

= Tingkat penurunan jumlah permasalahan yang tedjadi 2
softwareaplikasi

= Tingkat penurunan jumlah permasalahan yang terjadi 2
karena aspek kapasitas infrastruktur teknologi

» Tingkat penurunan jumlah permasalahan yang terjadi 1
karena aspek keutuhaintggrity), kerahasiaan
(confidentiality, dan ketersediaaayailability) data

= Tingkat penurunan jumlah sumber daya infrastruktur 2
teknologi di fasesunsetyang masih belum dilikuidasi.

= Penurunan jumlah kegagalesstoredata kritikal 1

» Prosentase tingkat penurunan dari dari ketiga atdik 3
lainnya setelah evaluasi dan implementasinya didaku

= Tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan 1

Berdasarkan prioritas yang dibuat pada tabel 5.%nulis kemudian

melakukan pemetaan terhadap tingkat perkembangasil dari pemetaan dapat

dilihat pada tabel 5.14 .

Tabe 5. 14 Tahap perkembangan maturity dari peralatan TIK dan pemeliharaannya

bagi performa dari peralatan TIK sendiri

outsource dan pelaksanaannya sudah dilakukan secara

dan teorganisir, namun belum dapat memberikan kaafzn

Persiapan -

Pemantapan Telah ada pemeliharaan TIK, namun pelaksanaanyahmas
bersifatad hoc, dimana pelaksanaannya masih belum rutin
dan belum terkontrol secara baik.

Pematangan Telah dilakukan pemeliharaan TIK, baikhouse maupun

rutin
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Tabel 5. 14 Tahap perkembangan maturity dari peralatan TIK dan pemeliharaannya
Pemanfaatan Telah dilakukan pemeliharaan TIK, baikhouse maupun

outsource secara rutin dan terorganisir dan sudah dapat
memberikan manfaat yang maksimal bagi instansstalrsi
saat ini sedang melakukan tahap pengembangan decasa

menerus berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

5.5 Dimens Aplikas

Pada dimensi ini, sesuai dengan input dari bab igisal penulis
mengkategorikan menjadi dua pemetaan, yaitu teph&dtas Web, aplikagront

officedanback office.

5.5.1 Tahap Perkembangan Maturity dari Situs Web

Pada bagian ini, penulis memberikan prioritas bEad@an layanan
(performa) yang terpenting bagi pengguna, dangediorma tersebut buruk, akan
sangat mengganggu pengguna. Berdasarkan hal uergemulis memberikan
prioritas tertinggi terhadap tingkatliability, yang kemudian diikuti dengan
indikator-indikator lain untuk prioritas di bawalayseperti yang dapat di lihat

pada tabel 5.15.

Tabel 5. 15 Skala prioritasterhadap indikator hasil analisis Situs Web
Indikator Proses Prioritas

= Tingkatreliability dari situs web (prosentadewntime 1

= Tingkat kelambatan dalam melownload(download 2
delay)

= Tingkat kecepatan memenukiquestdari pengguna 2
(response time

» Tingkat kemudahan dalam melakukan navigasi 3
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Tabel 5. 15 Skala prioritasterhadap indikator hasil analisis Situs Web

Indikator Proses Prioritas
= Tingkat kebenaran (keapikan) dalam menyajikan 3
informasi
» Prosentase jumlaimk yang rusak 2

Berdasarkan prioritas yang dibuat pada tabel 5.J#enulis kemudian
melakukan pemetaan terhadap tingkat perkembangasil dari pemetaan dapat

dilihat pada tabel 5.16 .

Tabel 5. 16 Tahap Perkembangan Maturity dari Situs Web
Persiapan Telah ada situs web, namun belum dimanfaatkank(tildgat

diakses oleh pengguna)

Pemantapan Situs web yang ada telah dimanfaatkan , namun belpwat
memberikan performa secara teknis yang baik seaibgtum
dapat memberikan tingkat kenyamanan yang memudsgin

pengguna

Pematangan Situs web telah dapat memberikan performa secdmaiste

namun masih dapat ditemukan kesalahan secatant

Pemanfaatan Situs web yang ada telah dimanfaatkan secara dptiara
instansi mendapatkan manfaat yang maksimal dendgmya
situs web tersebut. Instansi saat ini sedang ruk#ak tahap

pengembangan secara terus menerus berdasarkan| hasil

evaluasi yang ada.

5.5.2 Tahap Perkembangan Maturity dari Aplikasi Front Office

Pada bagian ini, penulis memberikan prioritas niggi terhadap indikator
yang penulis anggap paling signifikan bagi masyatrakaupun bisnis untuk
mengukur layanan yang ada. Layanan yang dingimdaiah layanan mudah,

murah, cepat dan transparan. Oleh karena itu Ipagian ini, prioritas diberikan
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oleh penulis ke beberapa indikator yang dalam nuddak pengukuran terhadap

hal tersebut.

selanjutnya.

Tabel 5. 17 Skalaprioritasterhadap indikator hasil analisis Aplikasi Front Office
Indikator Proses Prioritas

Sedangkan indikator-indikator lamngnendapatkan prioritas

lainnya di atas

» Tingkat kecepatan melakukan pemrosesan (waktu rose 1

» Tingkat kecepatan memberikan layanan (waktu layan) 1

= Tingkat kecepatan memberikan tanggapan (waktu 1
tanggap)

= Tingkat kelengkapan, akurasi, transparansi |dan 1
keterkinian informasi

= Tingkat kesalahan pengguna baru dalam menggunakan 2
aplikasi

» Tingkat kemudahan prosedur dan tata cara 1

= Prosentase biaya yang diminimalisir dengan adanya 1
aplikasi

= Adanya peningkatan performa dari ketujuh indikator 3

Berdasarkan prioritas yang dibuat pada tabel 5.Jp&nulis kemudian

melakukan pemetaan terhadap tingkat perkembangasil dari pemetaan dapat

dilihat pada tabel 5.18 .

Tabel 5. 18 Tahap perkembangan maturity dari Aplikasi Front Office

efesiensi bagi pelayanan publik

Persiapan Telah ada aplikagtront Office namun belum dimanfaatkan
secara baik, misalnya hanya menyajikan informasgysiatis
Pemantapan Aplikasi yang ada telah dimanfaatkan dan diorgarsscarg

baik, namun belum dapat meningkatkan efektifitasn |da
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Tabel 5. 18 Tahap perkembangan maturity dari Aplikasi Front Office
Pematangan Aplikasi yang ada telah dimanfaatkan untuk efelt#fi dan

efesiensi dari proses bisnis internal, namun mdmhum
optimal karena tingkat kesulitan dari penggunaalikas,

terutama bagi pengguna yang baru

Pemanfaatan Aplikasi yang ada telah dimanfaatkan secara optideai
instansi mendapatkan manfaat yang maksimal denggmya
aplikasi tersebut. Instansi saat ini sedang mé&akuahap
pengembangan secara terus menerus berdasarkan| hasil

evaluasi yang ada.

5.5.3 Tahap Perkembangan Maturity dari Aplikasi Back Office

Pada bagian ini, penulis memberikan prioritas niggi terhadap layanan
yang penulis anggap paling signifikan bagi prosesi® internal, yaitu layanan
mudah, murah, cepat dan transparan. Oleh karenaada bagian ini, prioritas
diberikan oleh penulis ke beberapa indikator yaewjdit dengan hal tersebut.
Sedangkan indikator-indikator lainnya mendapatka@oripas selanjutnya.

Tabel 5. 19 Skalaprioritasterhadap indikator hasil analisis Aplikas Back Office

Indikator Proses Prioritas

» Tingkat kecepatan melakukan pemrosesan.(waktu rose 1

= Tingkat kelengkapan,akurasidan keterkinian infoimas 1

= Tingkat kesalahan pengguna baru dalam menggunakan 2
aplikasi

= Tingkat kemudahan prosedur dan tata cara 1

»= Prosentase biaya yang diminimalisir dengan adanya 2
aplikasi

= Adanya peningkatan performa dari kelima indikator d 3
atas
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Berdasarkan prioritas yang dibuat pada tabel 5.J8nulis kemudian
melakukan pemetaan terhadap tingkat perkembangasil dari pemetaan dapat
dilihat pada tabel 5.20 .

Tabel 5. 20 Tahap perkembangan maturity dari Aplikasi Back Office
Persiapan Telah ada aplikasBack Office namun belum dimanfaatkan

secara baik, misalnya hanya menyajikan informasg\satis

Pemantapan Aplikasi yang ada telah dimanfaatkan dan diorgarsecara
baik, namun belum dapat meningkatkan efektifitas |da

efesiensi proses bisnis internal

Pematangan Aplikasi yang ada telah dimanfaatkan untuk efetatsidan
efesiensi dari proses bisnis internal, namun mdmshum
optimal karena tingkat kesulitan dari penggunaahkasg,

terutama bagi pengguna yang baru

Pemanfaatan Aplikasi yang ada telah dimanfaatkan secara optidst
instansi mendapatkan manfaat yang maksimal denggmya
aplikasi tersebut. Instansi saat ini sedang mé&kmkuahap

pengembangan secara terus menerus berdasarkan| hasil

evaluasi yang ada.

5.6 Dimens Perencanaan

Dalam dimensi Perencanaan ini, penulis memberikisnifas yang tertinggi
pada tingkat kedisiplinan dalam melaksana&eton plandan tingkat efektifitas
dari sistem perencanaan yang dibuat. Pemilihanpenulis lakukan dengan
alasan bahwa implementasi merupakan hal yang paiggfikan dari proses
perencanaan. Sedangkan penilaian terhadap tingkghment, penulis
menilainya sebagai prioritas setelahnya, dikaremattagkat kesulitan dalam

pelaksanaan daralignment di Indonesia. Untuk indikator dari prosentase
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peningkatan performa dari empat indikator yangngé merupakan indikator

yang baru dapat ditemukan jawabannya setelah itadtik&innya berhasil.

Tabel 5. 21 Skala prioritasterhadap indikator hasil analisis perencanaan TIK

Indikator Proses Prioritas
» Tingkatalignmentantara tujuan, visi, misi organisasi dan 2
IT dengammaster plaryang ada
» Tingkatalignmentantaramaster plardengaraction plan 2
yang dibuat
= Tingkat kedisiplinan dalam melaksanakaation plan 1
» Tingkat efektifitas dari sistem perencanaan yabgai 1
» Prosentase peningkatan performa dari keempat itwdika 3
di atas

Prioritas yang diberikan oleh penulis terhadap kattir proses yang ada,
kemudian penulis petakan dalam tahap perkembangag telah diredefinisi,

sehingga menjadi tabel 5.22.

Tabel 5. 22 Tahap perkembangan maturity dari perencanaan TIK
Persiapan Telah ada perencanaan dan sistem perencanaan, hataom

ada pelaksanaannya.

Pemantapan Perencanaan yang ada telah dijalankan, namun datidgak
mengikuti yang ditetapkan dalam sistem perencangstau
dengan kata lain, dokumentasi terhadap perencatidak

dijadikan sebagai acuan dalam implementasi.

Pematangan Perencanaan yang ada telah dijalankan dan telalyikodin
sistem perencanaan yang ada, termasuk melakukdmasva
Namun masih belum mendapatkan hasil yang optimal,

dikarenakan perencanaan yang ada tidigmn, yaitu action

=}

plan denganmaster plan,dan master plandengan kebijaka

strategis TI.
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Tabel 5. 22 Tahap perkembangan maturity dari perencanaan TIK
Pemanfaatan Daur dari perencanaan sesuai dengan sistem pesamgan

yang dibuat dan perencanaannya sendiri sudah saligg
serta juga sudah dijalankan dan memberikan hadisimal
bagi instansi. Instansi saat ini sedang melakutarap

pengembangan secara terus menerus berdasarkan| hasil

evaluasi yang ada.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Untuk mendapatkan mendapatkan modedniewor yang lengkap dari
maturity, perlu untuk melihat dari sisi input, proses maumutput. Saat ini
PeGl, sebagaimaturity framework bagi e-Government di Indonesia, baru
memandang dari sisi input. Oleh karena itu, aggBIPmenjadi panduan yang
lebih lengkap bagi e-Government di Indonesia, m@@du menambahkannya dari
sisi proses dan output. Dalam penelitian ini, fisnmengembangkamaturity
frameworkdari sisi proses.

Input yang digunakan oleh penulis dalam melakukamefitian ini adalah
berupa teori-teori yang terkait yang dapat diadakém. Untuk e-Government
maturity frameworHKain yang ada di dunia, penulis hampir tidak meikjghya
sebagai sebuah input (referensi) dalam penelinan Hal ini dikarenakan dari
beberapaframework yang sudah diterapkan baik secara nasional maupun
internasional, ataupuframework hasil penelitian yang ada, sangatlah kurang
(bahkan hampir tidak sama sekali) memperhatikarpsises. Bahkan, sebagian
besar umumnya memandang e-Goverment hanya seleagairswebsite saja.

Hal yang tidak kalah pentingnya yang menjadi ingalam penelitian ini
adalah kekhasan dari e-Government yang ada di &sin yaitu seperti

kebijakan, budaya dan lain-lain. Tujuannya adagarframeworkyang dibuat
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dapat sesuai dengan e-Government di Indonesia,ukhya Pemprov dan
Pemkab/Pemkot.

Input-input tersebutlah yang kemudian diolah sef@ngnenjadi sebuah
process maturity framewornkntuk e-Government di Indonesia. Langkah-langkah
yang dapat digunakan dalam mengolah (menganalisangaancang) input yang
ada sehingga menjadi sebyabcess maturity frameworkdalah sebagai berikut:
» mengidentifikasi proses yang dapat dipicu dari i{mdikator PeGl)
= menentukan indikator keberhasilan dari proses-grossebut.

*» menentukan skala prioritas dari indikator-indikateemudian memetakannya
pada empat tahapan perkembangan e-Governmentatidsic

Untuk tahapan perkembangan e-Government yang adaddnesia, penulis

melakukan redefinisi ulang, dengan tujuan untuk pentoas definisi dari

masing-masing tahapan. Hal ini penulis lakukankaminakan tahapan

perkembangan e-Government yang ada di Indonesigahmemandang dari sisi

website saja.

Dari langkah-langkah tersebut, penulis menghadirlsmpuluh bentuk
tahapan kematangan, yang berasal enam dimensi P88tikut ini merupakan
pengelompokkan dari tahapan kematangan tersebut; ya
= Visi Misi TIK, Strategi Perencanaan TIK, Skala Pitias Implementasi,

Anggaran dan Audit
» Peraturan dan Ketetapan Instansi
= Tupoksi dan SOP
= SDM dan Pengembangan SDM

= Keamanan TIK
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» Disaster Recovery

» Peralatan TIK dan Pemeliharaannya
= Situs Web

= Aplikasi Front Office

= Aplikasi Back Office

= Perencanaan

6.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini, penulis mengakui terdapatdrapa kekurangan, yaitu:
=  minimnya literatur yang memberikan informasi keldraslari e-Government
di Indonesia, menyebabkan penelitian ini kurang angpilkan keunikan dari
e-Government di Indonesia
= analisis dari proses dan indikator keberhasilanyaatilakukan penulis per
dimensi, padahal dimungkinkan untuk mendapatkasgsza@an indikator dari
perpaduan berbagai indikator dengan dimensi yartgeda.
» tidak ada proses yang terkait dengan pengelolaayekr TIK yang
diidentifikasi dan dianalisi lebih dalam oleh paswalam penelitian ini
Penelitian ini dan yang terkait dengan peneliti@nsangat banyak peluang
untuk dikembangkan. Pada penelitian ini, penudiakk mengidentifikasi adanya
dimensi lain diluar dari yang sudah ada di PeGlkapal mungkin saja ada
dimensi lain yang belum tercantum dalam PeGl. iBeta, dalam penelitian ini
penulis juga mengalami kesulitan dalam mendapatketor unik dari e-
Government di Indonesia. Oleh karena itu, permaksiyarankan bagi penelitian
yang sejenis, untuk dilakukan wawancara ke bebelaptansi Pemerintah

Daerah ataupun pengamat dan regulator dari e-Govrin sehingga
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mendapatkan karakteristik dari e-Government di hedta. Menurut penulis, hal
ini cukup baik untuk dikaji lebih lanjut, karena aak sangat berguna bagi

penelitian lain yang sejenis pada masa yang akizmgla
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Nama Narasumber : Yudho Giri S. PhD, CISA
Jabatan/Posisi Nar asumber : Kontributor Pembuatan PeGl

Tanggal & Waktu Wawancara : 5 Desember 2008, pukul 18.15 s.d selesai

Topik Wawancara : PeGl dan karakteristik unik e-Government
Indonesia
M etode : Tatap Muka

Has | Wawancar a:

1. Kenapa tidak menggunak&ameworkyang sudah ada?

Karena ada beberapa indikator yang ada tidak besgtah-mentah diterapkan
di Indonesia, seperti ClIO yang ada di Waseda. &dedna itu dipecah-pecah,
sehingga indikatornya menjadi lebih sederhana.e@emng diketahui, masih
banyak provinsi di Indonesia yang e-Government-myasih sederhana,
sehingga kalau diterapkan dengan indikator yarlglterdeal, maka nilainya
akan jadi rendah semua. Walaupun demikian yangl ittdkap ada yang
dimasukkan, namun pencapaian-pencapaian kecilpapya dampak yang
besar juga tetap dicatat. Bahkan sampai denga@siphplikasinya apa saja,
juga dilihat.  Sehingga jangan sampai ada daerahg yaplikasi dan

infrastrukturnya bagus, namun dari sisi kelembagdem kebijakannya tidak
bagus, maka sama saja dengan e-Government tidjakalper Hal ini termasuk
pula dengan suatu daerah yang secara kelembagaarketifjakan baik,

namun secara teknologi tidak baik. Dengan hadiPg@l, diharapkan akan

adanya keseimbangan dalam dimensi yang ada di Beiihgga Pemerintah
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Daerah akan dapat mengetahui pada dimensi yangkatangang masih
kurang dan dapat diperbaiki.

2. Kenapa PeGl tidak dibuatkan sebuah tahapan penmdeddingga setiap
Pemerintah Daerah dapat memiliki acuan pengembamg@overnment,
seperti yang disebutkan dalam tujuan PeGI ?

PeGl dalam melakukaassessmenimemang melihat pada masing-masing
indikator, namun tidak berusaha untuk memetakara pexkl maturity yang
umumnya ada, sepemitial, defined,dll. Kalaupun dipetakan, maka hasilnya
mungkin masih banyak yang ditahap awal. Karenangal sendiri memang
untuk melakukan penilaian, walaupun memang di Ps&ldiri juga ada
pengkategorian, yaitu sangat kurang, kurang, bdalky sangat baik. PeGl
berusaha untuk memberikan apresiasi kepada Penferibaerah atas
usahanya dalam melakukan pengembangan. Indikatgy gda dalam PeGl,
tidak yang ideal semua, namun yang biasa juga adangkin ini bisa di
analogikan dengan soal yang diberikan oleh dos@adae mahasiswa, yaitu
tidak semua soal yang diberikan susah, namun gdayjang mudah, sehingga
mahasiswa setidaknya memperoleh nilai. PeGl jugiakakan hal demikian,
dengan cara memberikan indikator-indikator yang gkim dicapai oleh
Pemerintah Daerah. Untuk dapat mencapai tujuanngikator-indikator dari
PeGl umum yang dapat diterapkan di ltulah sebabm@gapa setiap dimensi
yang dimiliki oleh PeGI memiliki indikator yang luagan banyak.

3. Kenapa perlu membuat PeGl, padahal telah ada ViEkdaomi yang lebih

dahulu membudtameworke-Government?
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Sebenarnya apa yang ada di Warta Ekonomi, sebagiansudah ada yang
diterapkan di PeGl, kemungkinan untuk digabungkaga jbisa-bisa saja.
Tapi yang jelas PeGl tidak menilai dari satu intlkasaja, seperti Warta
Ekonomi yang lebih mementingkan web, karena padaydteannya e-
Government tidak hanya mengenai web saja.

4. Apa yang menyebabkan PeGl tidak menerapkan pemitkid sisi output dan
proses, seperti yang ada di Warta Ekonomi. Misapmgda sisi output, adalah
menghubungi para pengguna layanan untuk mengetapkat kepuasan?
Adanya perbedaan paradigma antara Warta EkonongadeReGl, dimana
Warta Ekonomi hanya melakukan penilaian terhadaperatla yang
mendaftarkan diri untuk dinilai, sedangkan PeGI akekan assessment
terhadap 33 provinsi di Indonesia. Sehingga Pe6&niliki kendala dalam
hal keterbatasan anggaran.

5. Hal apakah yang membuat PeGl dapat dipergunakank werbagai level
pemerintahan, yang tentunya setiap level peme@ntaemiliki karakteristik
unik masing-masing?

Hal ini dikarenakan semua dimensi yang digunakalandaPeGl adalah
kategori yang umum yang dapat diterapkan dalam adeuel pemerintahan
di Indonesia.

6. Bagaimana sebenenarnya tahapan proses pembuatdn d@peGsaja yang
menjadi input-nya?

Dalam pembuatan PeGl sebenarnya dilakukan dengahlarkali-kali antara
praktisi, sisi pemerintahan dan akademisi. Pe®Guati dengan proses yang

cukup panjang, mulai dari hanya lima dimensi, sardpagan turun menjadi
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indikator-indikator. Dalam proses-nya juga sempetihat pemeringkatan
lain seperti UN, Waseda, Warta Ekonomi, kemudidihati mana yang cukup
penting untuk dinilai di Indonesia. Sebagai conthHVaseda, ada dimensi
ClO, namun hal ini tidak bisa diterapkan di Indoaekarena memang di
Indonesia, CIO sendiri masih sebatas wacana. rSélai hal yang perlu
dicatat adalah dalam penyusunan PeGl, tidak ditakushanya kepada TI,
karena dalam pelaksanaannya ada kepemimpinanakabjj kelembagaan,
dan lain-lain yang sebenarnya juga sama pentindalgan e-Government.

7. Hal apa sajakah yang dianggap masih kurang dan ped pengembangan
dari sisi PeGI?
Kekurangannya, kalo mungkin bisa diterapkan Probéssirity Framework
Tapi memang pertanyaannya, apabila diterapkanwei lkota/kabupaten di
Indonesia yang begitu banyak dan bagaimana asdapat bersikap objektif
dalam penilaian. Selain itu, setelah adanya atpesmerintah mengenai Tata
Kelola, mungkin memang sudah ada sebagian dari &oerp Tata Kelola
yang dimasukkan, seperti Audit. Namun, Tata Kekdak hanya itu dan
mungkin perlu dilihat kembali komponen-komponennlayang dapat

dimasukkan.
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Nama Expert : Eko Darussalam
Jabatan/Posisi : Staf KPTI Walikotamadya Jakarta TImur
Tanggal : 19 Desember 2008

Pendapat Expert:

Secara umum sudah lengkap, namun mungkin perlusadikit catatan dan

pemberian informasi, yaitu:

= Kriteria yang ada diata centerdan jaringan data akan sangat terkait dengan
SDM dan SOP, yaitu kaitannya dengan respon yangriddn ketika terjadi
kegagalan.

= Memasukkan DRP sebagai indikator perlu diperhatikdearena untuk di
walikotamadya Jakarta Timur sendiri belum ada miskas DRP.

= Dalam melakukan mekanisme pemilihasutsourcing, ada mekanisme
tersendiri yaitu berupa TOR, RAB, dan lain-lain.

* Untuk patching jaringan, seharusnya dimasukkan &and Keamanan dan

bukan Pemeliharaan.

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



128

LAMPIRAN [

PENDAPAT EXPERT 2

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



129

Nama Expert : Budi Yuwono
Jabatan/Posisi : Ketua LablIT GovernanceM Tl Ul
Tanggal : 23 Desember 2008

Pendapat Expert:

Secara umum sudah komprehensif dan bisa dikatakahih | dari
memadai. Tetapi sebagian besar berlaku untuk senwrganisasi,
kecuali dari Sisi portofolio aplikasinya yang Sphsi
pemerintahan. Perlu dilengkapi proses-proses yaglgvan untuk semua

kategori aplikasi dan infrastruktur. Silahkan aimeferensi.

Yang saya anggap penting tetapi belum masuk addtaimampuan
"IT project managemeht Mengingat tingkat kegagalan
proyek-proyek Tl bisa 66%, perlu ada porsi perlmatiapada
kemampuan mengelola proyek-proyek pengembangaimguitasi
solusi TI.

Selain dari itu, sudah oke.

Perancangan data..., Sari Widya Sihwi, FASILKOM Ul, 2009



130

LAMPIRAN 111

PANDUAN UMUM TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
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